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 KATA PENGANTAR 
Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas 

rahmat dan karunia-Nya, Tim Penyusun dapat menyelesaikan dan menerbitkan Jurnal 

Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri Tahun 2025 Edisi Tahun 

2026. 

Keberadaan Pusiknas merupakan perwujudan amanat Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 15 ayat (1) 

huruf j, yang memberikan kewenangan kepada Polri untuk menyelenggarakan Pusat 

Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas). Amanat tersebut ditindaklanjuti melalui 

Keputusan Kapolri Nomor Kep/655/III/2021 yang menetapkan Pusiknas sebagai Walidata 

Kriminal Nasional. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pusiknas berperan dalam menghimpun, 

mengelola, dan menyajikan data tindak pidana, lalu lintas, gangguan keamanan dan 

ketertiban masyarakat (kamtibmas), pelanggaran, serta data bencana  yang bersumber 

dari satuan kerja di lingkungan Polri melalui sistem integrasi antar aplikasi. 

Penerbitan Jurnal Pusiknas Tahun 2025 Edisi Tahun 2026 dimaksudkan untuk 

menyajikan gambaran objektif dan komprehensif mengenai dinamika data yang dikelola 

di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia beserta upaya penanganannya 

selama tahun 2025. Informasi yang disajikan diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan analisis dan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan oleh pimpinan 

Polri, kementerian dan lembaga terkait, serta sebagai referensi bagi kalangan akademisi 

dan masyarakat luas. 

Penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya disampaikan kepada 

Pimpinan dan seluruh personel Pusiknas Bareskrim Polri, para Produsen Data Kriminal 

Nasional, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi secara aktif dalam penyusunan dan 

penerbitan jurnal ini. 

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Jurnal Pusiknas Tahun 2025 Edisi Tahun 

2026 ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan, baik dari aspek 

substansi maupun sistematika penyajian. Oleh karena itu, saran dan masukan yang 

bersifat konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kualitas 

Jurnal Pusiknas pada penerbitan selanjutnya. 

Jakarta,          April  2025 

Tim Penyusun
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 KATA SAMBUTAN KAPUSIKNAS BARESKRIM POLRI 
 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

Salam sejahtera untuk kita semua  

Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan 
karunia-Nya, penyusunan Jurnal Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri 
Tahun 2025 Edisi Tahun 2026dapat diselesaikan dengan baik. 

Seiring dengan semakin optimalnya pemanfaatan sistem informasi sebagai sarana kerja serta 
penguatan integrasi data antar satuan kerja di lingkungan Polri, berbagai peristiwa tindak pidana, lalu 
lintas, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta bencana yang terjadi di 
berbagai wilayah Indonesia dapat didokumentasikan secara lebih akurat. Data tersebut selanjutnya 
dihimpun dan divalidasi di Pusiknas Bareskrim Polri. Saat ini, Sistem Elektronik Manajemen Penyidikan 
(EMP) sebagaimana amanat Keputusan Kapolri Nomor 9/I/2023 telah dioperasionalkan di Pusiknas 
Bareskrim Polri dan terintegrasi dengan Sistem Piknas serta Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis 
Teknologi Informasi (SPPT-TI), sehingga semakin memperkuat proses integrasi dan konsolidasi data 
menuju terwujudnya “Satu Data Kriminalitas Nasional”. Dengan demikian, Pusiknas Bareskrim Polri 
terus memberikan dukungan nyata terhadap implementasi kebijakan “Satu Data Indonesia” 
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. 

Jurnal Pusiknas Bareskrim Polri Tahun 2025 Edisi Tahun 2026 ini merupakan kelanjutan dari 
penerbitan jurnal tahunan yang menyajikan data kriminalitas, lalu lintas, gangguan keamanan dan 
ketertiban masyarakat (kamtibmas), pelanggaran, serta data bencana sepanjang tahun 2025. 
Penyusunan jurnal ini diharapkan dapat memberikan informasi yang mutakhir, valid, dan terpercaya 
mengenai dinamika situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus menjadi referensi strategis 
bagi pimpinan, pemangku kepentingan, serta masyarakat luas. 

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan 
aktif dalam penyusunan Jurnal Pusiknas Bareskrim Polri Tahun 2025 Edisi Tahun 2026. Besar 
harapan kami agar jurnal ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi organisasi dan 
masyarakat, serta menjadi bagian dari komitmen bersama dalam pengabdian kepada negara dan 
bangsa. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Sekian dan terima kasih. 
Wassalamu’alaikum 
 

 Jakarta,      Januari 2025 
KEPALA PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL 

 
 
 
 

M. SAMSU ARIFIN, S.I.K., M.H. 
BRIGADIR JENDRAL POLISI 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pusat Informasi Kriminal Nasional Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara 

Republik Indonesia (Pusiknas Bareskrim Polri) merupakan unsur organisasi Polri 

yang memiliki tugas pokok membina dan menyelenggarakan fungsi sistem 

informasi kriminal nasional. Pelaksanaan tugas tersebut mencakup kegiatan 

pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penyajian data dan statistik kriminal, 

termasuk data lalu lintas dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Dalam pelaksanaan fungsinya, Pusiknas mengoperasionalkan Sistem Pusat 

Informasi Kriminal Nasional (Piknas) sebagai suatu sistem jaringan dokumentasi 

kriminal yang terintegrasi. Sistem ini memuat berbagai data terkait tindak pidana 

dan pelanggaran hukum, kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas serta data 

pengemudi terlibat, dan data gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Seluruh data tersebut dihimpun dari satuan kerja Polri dan dikelola secara terpusat 

guna menjamin akurasi, validitas, dan kesinambungan informasi. 

Di tengah perkembangan teknologi informasi dan dinamika era transformasi 

digital, Pusiknas memegang peran strategis sebagai pusat data kriminal nasional. 

Peran tersebut merupakan implementasi amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 15 ayat (1) 

huruf j, yang menegaskan kewenangan Polri dalam penyelenggaraan Pusat 

Informasi Kriminal Nasional. Keberadaan Pusiknas diharapkan dapat mendukung 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), 

meningkatkan transparansi penegakan hukum, serta memberikan kontribusi nyata 

dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan iklim investasi yang kondusif. 

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan data kriminal nasional, 

Pusiknas secara rutin menyusun analisis kejahatan yang direkapitulasi dalam 

bentuk jurnal tahunan. Jurnal ini merupakan karya ilmiah berbasis data yang 

disusun secara sistematis, memuat hasil pengolahan dan analisis data tindak 

pidana, lalu lintas, gangguan kamtibmas, pelanggaran, serta bencana, dan 

ditujukan sebagai bahan rujukan strategis bagi Polri dan pemangku kepentingan 

terkait. 
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B. Dasar Hukum 

Penyusunan Jurnal Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri didasarkan pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 15 ayat (1) huruf j, yang 

mengatur kewenangan Polri dalam menyelenggarakan Pusat Informasi 

Kriminal Nasional; 

2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 

tentang Penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal Nasional di lingkungan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 mengenai Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada tingkat Markas Besar Polri 

(Lampiran XVIII Bareskrim Polri); 

4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang 

Pencabutan Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal Nasional. 

 

C. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan penyusunan jurnal ini adalah:  

Untuk mendapatkan gambaran informasi tentang kasus tindak pidana, 

kecelakaan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, gangguan terhadap 

ketenteraman/ketertiban umum, bencana dan pelanggaran pada tahun 2024 

beserta analisis pengolahan datanya yang menggunakan metode deskriptif. 

 

2. Manfaat penyusunan jurnal dalam pengambilan keputusan strategis pimpinan 

Polri adalah: 

a. Untuk perencanaan preventif dan preemtif kejahatan yang terjadi di masa 

yang akan datang; 

b. Untuk menjadi dasar informasi dalam tindakan represif terhadap pelaku 

kejahatan (catatan kriminal dan database admindik); 
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c. Untuk menjadi dasar informasi dalam perencanaan anggaran di Polri; 

d. Untuk menjadi dasar informasi dalam memetakan kebutuhan sumber 

daya manusia Polri sesuai dengan kemampuannya 

e. Untuk menjadi dasar informasi dalam menentukan kebutuhan teknologi 

dalam melaksanakan pencegahan dan penindakan pada pelaku kriminal; 

f. Untuk menjadi dasar informasi dalam menentukan kemampuan yang 

harus dimiliki oleh anggota Polri dan ASN untuk melaksanakan tugas 

pokok dan fungsi Polri; 

g. Untuk menjadi dasar analisis dan rekomendasi dalam penulisan artikel 

jurnal. 

 

D. Batasan Permasalahan Data 

1. Data yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini bersumber dari basis data 

Pusiknas yang dihimpun dari seluruh satuan kerja Polri; 

2. Periode data yang dianalisis mencakup kejadian sepanjang tahun 2025;  

3. Lingkup data meliput tindak pidana, kecelakaan lalu lintas, pelanggaran lalu 

lintas, gangguan terhadap ketenteraman/ketertiban umum, bencana, dan 

pelanggaran. 

 

E. Perhitungan Indikator 

Menggunakan perhitungan indikator yang merujuk pada statistik kriminal oleh 

Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2024. Adapun perhitungan indikator yang 

digunakan yaitu: 

1. Tingkat Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 penduduk 

(Crime Rate) 

Crime Rate (orang) = Jumlah kejadian di tahun yang dihitung x 100.000 
                            Jumlah penduduk 
 

2. Selang Waktu Terjadinya Kejahatan (Crime Clock) 

Crime Clock (detik) = 365 hari x 24 jam x 60 menit x 60 detik 
          Jumlah kejadian di tahun yang dihitung 
 

3. Persentase Penyelesaian Perkara (Crime Clearance) 
Crime Clearance (%) = Jumlah Perkara yang Diselesaikan x 100% 
             Jumlah Perkara yang dilaporkan 
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Indikasi perhitungan ini digunakan dalam perhitungan untuk data pelanggaran 

lalu lintas, kecelakaan lalu lintas dan tindak pidana. Berdasarkan rilis Direktorat 

Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri 

(Kemendagri), jumlah penduduk Indonesia pada Semester I Tahun 2025 per 

30 Juni 2025 sebanyak 286.693.693 jiwa. Lantaran Kemendagri belum merilis 

data jumlah total penduduk Indonesia di 2024, publikasi ini menggunakan data 

jumlah penduduk pada semester 1 di 2025. Sebagai perbandingan, jumlah 

penduduk Indonesia pada semester 1 di 2024 yaitu 282.477.584 jiwa.
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PEMBATAS BAB 2 PEMBAHASAN 
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BAB II PEMBAHASAN 

A. Tindak Pidana 

1. Definisi Tindak Pidana 

Tindak pidana merupakan perbuatan yang berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat 

dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan hukum. Suatu perbuatan 

dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur melawan hukum 

baik secara formil maupun materiil, yaitu bertentangan dengan ketentuan hukum 

yang berlaku serta nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. 

Dalam konteks hukum pidana, istilah pidana merujuk pada perbuatan 

yang tergolong sebagai kejahatan maupun pelanggaran hukum yang ancaman 

sanksinya telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. 

Contoh tindak pidana antara lain kekerasan, pencurian, penipuan, korupsi, serta 

berbagai bentuk pelanggaran hukum lainnya yang diatur dalam sistem hukum 

nasional. 

Sejalan dengan perkembangan hukum di Indonesia, penegakan hukum 

pidana saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang secara bertahap 

menggantikan KUHP lama. Penegakan hukum pidana dilaksanakan melalui 

sistem peradilan pidana yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia 

sebagai penyelidik dan penyidik, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai 

penuntut umum, serta badan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai 

lembaga yang berwenang mengadili dan memutus perkara pidana. 

 

2. Data Kasus Tindak Pidana 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan institusi negara 

yang memiliki peran strategis dalam menjamin tegaknya hukum serta 

terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia. Pada tingkat 

Markas Besar, salah satu unsur pelaksana utama adalah Badan Reserse 

Kriminal Polri (Bareskrim Polri). Satuan kerja ini bertugas membina sekaligus 

menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, 

melakukan pengawasan serta pengendalian proses penyelidikan, 
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melaksanakan kegiatan identifikasi dan laboratorium forensik untuk kepentingan 

penegakan hukum, serta mengelola sistem informasi kriminal secara nasional. 

Di lingkungan Bareskrim Polri terdapat Pusat Informasi Kriminal Nasional 

(Pusiknas) yang merupakan unsur organisasi Polri dengan tugas pokok 

membangun dan mengelola sistem informasi kriminal nasional. Ruang lingkup 

tugas tersebut meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengamanan, 

hingga penyajian data dan informasi kriminal pada tingkat nasional sebagai 

bagian dari dukungan manajemen penegakan hukum. 

Dalam mendukung tugas tersebut, Pusiknas Bareskrim Polri 

mengembangkan aplikasi Elektronik Manajemen Penyidikan (EMP). Aplikasi ini 

berfungsi sebagai sarana kerja bagi penyidik dalam menjalankan proses 

penanganan perkara secara terintegrasi. Melalui EMP, tersedia rekam jejak data 

tindak pidana serta tahapan penanganan perkara, mulai dari laporan polisi 

hingga penyelesaian kasus. Data yang tercakup meliputi berbagai klasifikasi 

tindak pidana, antara lain pidana umum; pidana ekonomi, keuangan, dan 

perbankan; korupsi, kolusi, dan nepotisme; narkotika; tindak pidana tertentu; 

kejahatan siber; serta tindak pidana terkait perlindungan perempuan dan anak 

termasuk perdagangan orang. 

Selama Tahun 2025, tercatat kasus Tindak Pidana sebanyak 421.184 

perkara. Jumlah Tindak Pidana mengalami kenaikan sebesar 2,94 persen dari 

Tahun 2024 (Grafik 1). Pada Tahun 2024, kasus Tindak Pidana tercatat 

sebanyak 409.137 perkara. 

 

Grafik 1 Data Tindak Pidana 2024 – 2025 
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Berdasarkan Grafik 2, terjadinya kasus Tindak Pidana sepanjang tahun 

2024 dan 2025 bersifat fluktuatif. Beberapa bulan menunjukkan peningkatan 

jumlah kasus, sementara pada bulan lainnya terjadi penurunan. Mei merupakan 

bulan dengan jumlah kasus tindak pidana paling banyak dalam dua tahun 

berturut – turut. Meski demikian, jumlah kasus pada Mei 2025 sebanyak 38.980 

perkara mengalami kenaikan sebesar 3,44 persen dari Mei 2024. Sedangkan 

Desember menjadi bulan dengan jumlah kasus tindak pidana paling sedikit 

mencapai 31.588 perkara pada Tahun 2025, mengalami penurunan dari Tahun 

2024 sebesar 1,20 persen. 

Kenaikan selama Tahun 2025 paling signifikan terdapat pada Mei 2025 

sebesar 16,35 persen daripada jumlah tindak pidana di April 2025. Pada Tahun 

2024, kenaikan paling signifikan juga terjadi pada Mei 2024 sebesar 24,37 

persen daripada jumlah tindak pidana April 2024. Sedangkan penurunan jumlah 

paling signifikan Tahun 2025 yaitu Juni terhadap Mei dengan penurunan angka 

mencapai 10,63 persen. Pada Tahun 2024, penurunan jumlah paling signifikan 

terjadi pada Februari sebesar 16,20 persen daripada kasus tindak pidana 

Januari 2024. 

 

Grafik 2 Data Tindak Pidana Berdasarkan Bulan 2024 – 2025 
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Data Berdasarkan hasil pengolahan data tindak pidana, diperoleh nilai 

tingkat risiko penduduk terkena kejahatan atau crime rate pada Tahun 2025 

sebesar 147 orang per 100.000 penduduk. Artinya, dari setiap 100.000 

penduduk terdapat sekitar 147 orang yang berpotensi terlibat atau menjadi 

korban tindak pidana. Nilai tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan 

Tahun 2024 yang memiliki crime rate sebesar 145 orang per 100.000 penduduk. 

Selain itu, selang waktu terjadinya tindak pidana atau crime clock pada 

Tahun 2025 tercatat sebesar 74,87 detik. Dengan demikian, secara statistik 

dapat diartikan bahwa satu kejadian tindak pidana terjadi setiap 74,87 detik. 

Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024 yang mencatat 

interval kejadian tindak pidana setiap 77,07 detik. 

Berdasarkan Grafik 3 Polda Metro Jaya tercatat sebagai wilayah hukum 

dengan jumlah penanganan kasus tindak pidana terbanyak selama dua tahun 

berturut. Pada Tahun 2025 kasus tindak pidana pada Polda Metro Jaya 

mencapai 62.961 kasus atau sekitar 15,19 persen dari jumlah total tindak pidana 

di 2025, mengalami kenaikan sebesar 0,85 persen dari Tahun 2024.  

Diposisi selanjutnya yang banyak melakukan penindakan kasus Tindak 

Pidana pada tahun 2025 yaitu Polda Sumatera Utara dan Polda Jawa Timur 

dengan 54.982 perkara dan 32.762 perkara. Mengalami kenaikan dari Tahun 

2024 dengan kenaikan masing-masing 2,05 persen dan 2,46 persen. 

Sedangkan tiga satuan kerja dengan jumlah penindakan paling sedikit 

yaitu Bareskrim Polri, Polda Kalimantan Utara, dan Polda Sulawesi Barat dengan 

masing-masing kasus Tindak Pidana sebesar 872 perkara, 1.379 perkara, dan 

1.764 perkara. 
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Grafik 3 Data Tindak Pidana Berdasarkan Satker 2024 – 2025 
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Berdasarkan Grafik 4 di bawah, didapatkan data clearance rate dari 

Bareskrim Polri dan Polda dengan membagi jumlah penyelesaian perkara 

dengan jumlah perkara tahun 2025. Clearance rate pada tahun 2025 mencapai 

50,92 persen, dengan penyelesaian perkara sebanyak 214.456 perkara dari 

jumlah perkara 421.184 perkara. Mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar 

10,43 persen. 

 

Grafik 4 Clearance Rate 2024 – 2025 
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Polda Kalimantan Selatan menjadi Polda dengan clearance rate paling 

tinggi yaitu mencapai 92,57 persen dengan menyelesaikan 4.401 perkara 

selama Tahun 2025 dari jumlah perkara Tahun 2025 sebanyak 4.754 perkara, 

penyelesaian perkara ini tidak hanya mencakup perkara pada Tahun 2025 tetapi 

bisa juga perkara tunggakan dari tahun-tahun sebelumnya.  

Mengalami kenaikan dari Tahun 2024 yaitu mencapai 3,16 persen. Posisi 

kedua yaitu Polda Sumatera Barat dengan clearance rate sebesar 83,78 persen, 

menyelesaikan 8.372 perkara dari jumlah perkara Tahun 2025 sebanyak 9.993 

perkara. Mengalami kenaikan dari Tahun 2024 sebesar 35,62 persen. Dan posisi 

ketiga Polda Kalimantan Utara dengan clearance rate sebesar 78,39 persen, 

menyelesaikan 1.081 perkara dari jumlah perkara Tahun 2025 sebanyak 1.379 

perkara. Mengalami kenaikan dari Tahun 2024 sebesar 124,74 persen. 

Sedangkan Bareskrim Polri dengan clearance rate terendah sebesar 4,13 

persen, menyelesaikan 36 perkara dari jumlah perkara Tahun 2025 sebesar 872 

perkara. Mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar 93,79 persen.  

 

Grafik 5 Data Golongan Kejahatan 2024 – 2025 

Berdasarkan Grafik 5, pada tahun 2025 golongan kejahatan 

diklasifikasikan ke dalam lima kategori, yaitu golongan kejahatan berimplikasi 

kontijensi, golongan kejahatan konvensional, golongan kejahatan terhadap 

kekayaan negara, golongan kejahatan transnasional, serta golongan kejahatan 

pelanggaran hak asasi manusia (HAM). 

Golongan kejahatan berimplikasi kontijensi merupakan jenis kejahatan 

yang berpotensi mengganggu berbagai aspek kehidupan, seperti keamanan, 

politik, sosial, dan ekonomi. Karakteristik kejahatan ini umumnya terjadi secara 

tiba-tiba dan sulit diprediksi sehingga menimbulkan keresahan di tengah 

masyarakat. Sepanjang tahun 2025, Polri menindak sebanyak 63 perkara 
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kejahatan berimplikasi kontijensi. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan 

sebesar 70,27 persen dibandingkan dengan tahun 2024. 

 

Grafik 6 Jenis Kejahatan Golongan Kejahatan Berimplikasi Kontijensi 2024 – 2025 

Pada Tahun 2025, terdapat enam jenis kejahatan yang termasuk dalam 

golongan kejahatan berimplikasi kontijensi dengan total mencapai 63 perkara. 

Berdasarkan Grafik 6, jenis kejahatan yang paling sering terjadi pada tahun 

2024 dan tahun 2025 adalah perkelahian pelajar/mahasiswa. Sepanjang tahun 

2025, Polri menindak sebanyak 22 kasus perkelahian pelajar/mahasiswa, yang 

setara dengan 34,92 persen dari total kejahatan berimplikasi kontijensi yang 

ditangani pada tahun tersebut. Meskipun demikian, jumlah tersebut 

menunjukkan penurunan sebesar 8,33 persen dibandingkan dengan tahun 

2024.  

 

Grafik 7 Jenis Kejahatan Golongan Kejahatan Konvensional 2024 – 2025 
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Golongan kejahatan konvensional atau nasional merupakan jenis 

kejahatan yang mengancam jiwa, harta benda, serta kehormatan seseorang. 

Tindak pidana dalam golongan ini menimbulkan kerugian baik secara fisik 

maupun psikis, dengan modus yang dilakukan melalui cara-cara konvensional 

maupun melalui dimensi baru yang berkembang di dalam negeri. Dalam dua 

tahun terakhir, kejahatan konvensional tercatat sebagai golongan kejahatan 

yang paling banyak terjadi di Indonesia dibandingkan dengan golongan 

kejahatan lainnya. Pada tahun 2025, jumlah kejahatan konvensional mencapai 

348.112 perkara atau sebesar 82,65 persen dari total tindak pidana yang terjadi, 

meningkat sebesar 2,16 persen dibandingkan dengan tahun 2024. 

Jenis Pada tahun 2024, jenis kejahatan yang termasuk dalam golongan 

kejahatan konvensional tercatat sebanyak 108 jenis. Berdasarkan Grafik 7, 

sepuluh jenis kejahatan tertinggi dalam golongan ini selama dua tahun berturut-

turut didominasi oleh tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat). 

Pada tahun 2025, tercatat sebanyak 49.444 perkara pencurian dengan 

pemberatan yang mengalami penurunan sebesar 5 persen dibandingkan 

dengan tahun 2024. Selanjutnya, posisi berikutnya didominasi oleh tindak pidana 

penganiayaan dan penipuan/perbuatan curang, yang masing-masing terjadi 

sebanyak 46.171 perkara dan 41.383 perkara. Kedua jenis kejahatan tersebut 

mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024, masing-masing 

sebesar 2,65 persen dan 0,02 persen. 
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Grafik 8 Jenis Kejahatan Golongan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara 2024 – 2025 (10 
Jenis Tertinggi) 

Golongan kejahatan terhadap kekayaan negara merupakan jenis 

kejahatan yang menimbulkan kerugian negara dan dapat dilakukan oleh individu, 

secara bersama-sama, maupun oleh korporasi atau badan hukum. Pada tahun 

2025, jumlah kejahatan dalam golongan ini tercatat sebanyak 5.833 perkara. 

Angka tersebut menunjukkan penurunan sebesar 7,10 persen dibandingkan 

dengan tahun 2024. 

Selama Sepanjang tahun 2025, terdapat 26 jenis kejahatan yang 

termasuk dalam golongan kejahatan terhadap kekayaan negara. Berdasarkan 

Grafik 8, dari sepuluh jenis kejahatan tertinggi dalam golongan ini, jenis 

kejahatan yang paling banyak terjadi selama dua tahun berturut-turut adalah 

kejahatan di bidang perkebunan, dengan jumlah 1.743 perkara pada tahun 2025. 

Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 19,55 persen dibandingkan 

dengan tahun 2024. Sementara itu, posisi kedua dan ketiga ditempati oleh 

kejahatan di bidang minyak dan gas (migas) serta kejahatan di bidang 

pertambangan mineral dan batu bara (illegal mining), dengan jumlah masing-

masing 895 perkara dan 762 perkara. Kedua jenis kejahatan tersebut mengalami 

penurunan dibandingkan dengan tahun 2024, masing-masing sebesar 28,51 

persen dan 4,51 persen. 
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Grafik 9 Jenis Kejahatan Golongan Kejahatan Transnasional 2024 – 2025 (10 Jenis Tertinggi) 

Golongan kejahatan transnasional merupakan kejahatan yang melintasi 

batas negara dan umumnya dilakukan secara terorganisasi. Kejahatan ini 

memiliki wilayah operasi yang mencakup beberapa negara serta berdampak 

pada berbagai kepentingan suatu negara, baik dalam aspek politik, 

pemerintahan, sosial budaya, maupun ekonomi, sehingga bersifat global. Pada 

tahun 2025, Polri menindak sebanyak 67.162 perkara kejahatan transnasional. 

Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 8,18 persen dibandingkan 

dengan tahun 2024. 

Dari 21 jenis kejahatan yang termasuk dalam golongan kejahatan 

transnasional, tercatat sepuluh jenis kejahatan dengan jumlah perkara tertinggi. 

Berdasarkan Grafik 9, kejahatan narkotika menjadi jenis kejahatan yang paling 

banyak terjadi dalam golongan ini. Sepanjang tahun 2025, Polri menindak 

sebanyak 47.383 perkara narkotika, yang mengalami peningkatan sebesar 8,16 

persen dibandingkan dengan tahun 2024. Posisi kedua ditempati oleh kejahatan 

siber, khususnya manipulasi data autentik secara elektronik berdasarkan 
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Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan jumlah 

18.513 perkara, meningkat sebesar 33 persen dari tahun 2024. Sementara itu, 

posisi ketiga adalah kejahatan psikotropika (narkoba) dengan jumlah 485 

perkara, yang mengalami penurunan sebesar 5,46 persen dibandingkan dengan 

tahun 2024. 

 

Grafik 10 Jenis Kejahatan Golongan Kejahatan HAM 2024 – 2025 

Golongan kejahatan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) merupakan 

tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak-hak dasar yang 

dimiliki setiap individu sebagai manusia, baik yang dilakukan oleh perorangan 

maupun kelompok, yang berdampak pada terlanggarnya prinsip kesetaraan, 

kebebasan, dan perlindungan hak asasi. Pada tahun 2025, tercatat sebanyak 14 

perkara yang termasuk dalam golongan kejahatan pelanggaran HAM. Perkara 

tersebut terdiri atas dua jenis kejahatan, yaitu pelanggaran dalam hal 

penyampaian pendapat di muka umum sebanyak 8 perkara dan kejahatan terkait 

penghapusan diskriminasi ras dan etnis sebanyak 6 perkara. Jumlah tersebut 

tidak menunjukkan kenaikan maupun penurunan karena tidak terdapat data 

pembanding dari tahun sebelumnya.  
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Grafik 11 Data Tindak Pidana Berdasarkan Waktu Kejadian 2024 – 2025 

Berdasarkan Grafik 11, rentang waktu pukul 18.00 hingga 21.59 

merupakan periode yang paling rawan terjadinya tindak pidana selama tahun 

2025 maupun 2024. Pada tahun 2025, tercatat sebanyak 80.910 perkara yang 

terjadi pada rentang waktu tersebut atau setara dengan 19,21 persen dari total 

tindak pidana yang terjadi. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 3,96 

persen dibandingkan dengan tahun 2024. Sebaliknya, rentang waktu pukul 

05.00 hingga 07.59 menjadi periode dengan jumlah kejadian tindak pidana 

paling sedikit pada tahun 2025, yaitu sebanyak 27.334 perkara. Angka tersebut 

mengalami penurunan sebesar 1,02 persen dibandingkan dengan tahun 2024. 

Pada tahun 2025 juga tercatat sebanyak 20 kategori lokasi kejadian 

tindak pidana, yang terdiri atas 19 lokasi yang diketahui serta satu kategori lokasi 

yang tidak diketahui. Berdasarkan Grafik 12, rumah dan jalan umum menjadi 

lokasi yang paling rawan terjadinya tindak pidana dan termasuk dalam sepuluh 

lokasi kejadian tertinggi selama dua tahun berturut-turut. 
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Grafik 12 Data Tindak Pidana Berdasarkan Lokasi Kejadian 2024 – 2025 (10 Lokasi Tertinggi) 

Pada tahun 2025, tercatat sebanyak 222.520 perkara tindak pidana yang 

terjadi di rumah, atau setara dengan 52,83 persen dari total kejahatan yang 

terjadi di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 

2,44 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Sementara itu, tindak pidana 

yang terjadi di jalan umum tercatat sebanyak 51.166 perkara pada tahun 2025, 

yang mengalami penurunan sebesar 2,27 persen dibandingkan dengan tahun 

2024. 
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Grafik 13 Data Tindak Pidana Berdasarkan Motif 2024 – 2025 

Berdasarkan Grafik 13, dari 20 kategori motif tindak pidana yang 

diketahui serta satu kategori motif yang tidak diketahui selama tahun 2025, dapat 

diidentifikasi sepuluh motif dengan jumlah kejadian tertinggi. Faktor ekonomi 

menjadi motif yang paling dominan dalam tindak pidana sepanjang tahun 2025, 

dengan jumlah 147.631 perkara. Angka tersebut setara dengan 35,05 persen 

dari total tindak pidana yang terjadi pada tahun 2025 dan menunjukkan 

peningkatan sebesar 1,36 persen dibandingkan dengan tahun 2024. 

Selanjutnya, motif tindak pidana karena kesengajaan (dolus) dan salah 

paham menempati posisi berikutnya dengan jumlah masing-masing 138.633 

perkara dan 34.143 perkara. Kedua motif tersebut mengalami peningkatan 

dibandingkan dengan tahun 2024, yaitu sebesar 10,54 persen untuk motif 

kesengajaan (dolus) dan 8,49 persen untuk motif salah paham. 
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Grafik 14 Data Tindak Pidana Berdasarkan Sasaran Kejahatan 2024 – 2025 

Sasaran kejahatan diklasifikasikan ke dalam 12 kategori yang diketahui 

serta satu kategori yang tidak diketahui. Berdasarkan Grafik 14, pada tahun 

2025 sasaran tindak pidana yang paling banyak adalah kendaraan bermotor. 

Jumlahnya mencapai 66.848 perkara atau setara dengan 15,87 persen dari total 

kejahatan yang terjadi di seluruh Indonesia. Angka tersebut mengalami 

penurunan sebesar 2,11 persen dibandingkan dengan tahun 2024. 

Selanjutnya, sasaran tindak pidana yang juga banyak menjadi target 

kejahatan adalah uang dan jiwa/nyawa, dengan jumlah masing-masing sebesar 

66.848 perkara dan 61.889 perkara. Kedua sasaran tersebut mengalami 

peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024, yaitu masing-masing sebesar 

7,96 persen untuk sasaran uang dan 14,10 persen untuk sasaran jiwa/nyawa.
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3. Data Korban Tindak Pidana 

Korban merupakan individu yang mengalami penderitaan fisik dan mental 

serta/atau kerugian ekonomi akibat terjadinya tindak pidana. Selain itu, korban 

juga dapat diartikan sebagai orang, hewan, atau pihak lain yang mengalami 

penderitaan, kematian, atau kerugian sebagai akibat dari suatu peristiwa atau 

perbuatan jahat. Berdasarkan data EMP Pusiknas Bareskrim Polri, jumlah 

korban tindak pidana pada semester I tahun 2025 tercatat sebanyak 360.845 

orang atau setara dengan 0,13 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. 

Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 12,83 persen dibandingkan 

dengan tahun 2024 (Grafik 15). 

 

Grafik 15 Data Korban Tindak Pidana 2024 – 2025 

Berdasarkan Grafik 15, Polda Metro Jaya tercatat sebagai kepolisian 

daerah dengan jumlah korban tindak pidana terbanyak selama tahun 2025, yaitu 

sebanyak 53.046 orang atau sebesar 14,70 persen dari total korban tindak 

pidana di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 

18,25 persen dibandingkan dengan tahun 2024. 

Pada posisi berikutnya terdapat Polda Sumatera Utara dengan jumlah 

korban sebanyak 50.388 orang, yang mengalami kenaikan sebesar 6,16 persen 

dibandingkan dengan tahun 2024. Sementara itu, posisi ketiga ditempati oleh 

Polda Sulawesi Selatan dengan jumlah korban sebanyak 25.983 orang, 

meningkat sebesar 2,76 persen dibandingkan dengan tahun 2024. 

Sebaliknya, jumlah korban tindak pidana paling sedikit ditangani oleh 

Bareskrim Polri, Polda Kalimantan Utara, dan Polda Sulawesi Barat, dengan 

jumlah masing-masing sebanyak 905 orang, 1.094 orang, dan 1.469 orang. 
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Grafik 16 Data Korban Tindak Pidana Berdasarkan Polda 2024 – 2025 
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Pada tahun 2025, mayoritas korban tindak pidana berjenis kelamin laki-

laki, yaitu sebanyak 195.571 orang atau setara dengan 54,20 persen dari total 

korban. Berdasarkan Grafik 16, pada tahun 2024 korban kejahatan juga 

didominasi oleh laki-laki, dan pada tahun 2025 jumlah tersebut mengalami 

peningkatan sebesar 12,74 persen. Sementara itu, korban berjenis kelamin 

perempuan pada tahun 2025 tercatat sebanyak 131.795 orang atau sebesar 

36,52 persen dari total korban kejahatan. Jumlah tersebut juga menunjukkan 

peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024, yaitu sebesar 18,25 persen. 

 

Grafik 17 Data Korban Tindak Pidana Berdasarkan Jenis Kelamin 2024 – 2025 

Adapun Jenis pekerjaan korban tindak pidana diklasifikasikan ke dalam 

110 kategori yang diketahui, satu kategori tidak bekerja, serta satu kategori yang 

tidak diketahui. Dari kategori yang diketahui tersebut, berdasarkan Grafik 17 

dapat diidentifikasi sepuluh jenis pekerjaan korban tindak pidana dengan jumlah 

tertinggi. Jenis pekerjaan dengan jumlah korban terbanyak adalah karyawan 

swasta, yaitu mencapai 32,67 persen dari total korban di Indonesia atau 

sebanyak 117.905 orang. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 

31,87 persen dibandingkan dengan tahun 2024. 

Selanjutnya, posisi kedua dan ketiga ditempati oleh korban dengan jenis 

pekerjaan mahasiswa dan mengurus rumah tangga. Jumlah korban dari 

kalangan mahasiswa tercatat sebanyak 68.254 orang, sedangkan korban yang 

berstatus mengurus rumah tangga sebanyak 45.345 orang. Kedua kategori 

tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024, masing-

masing sebesar 56,20 persen dan 18,62 persen.  
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Grafik 18 Data Korban Tindak Pidana Berdasarkan Jenis Pekerjaan (10 Jenis Pekerjaan 
Tertinggi) 2024 – 2025 

Sementara Latar belakang pendidikan korban tindak pidana 

diklasifikasikan ke dalam 10 kategori yang diketahui, satu kategori tidak sekolah, 

serta satu kategori yang tidak diketahui. Berdasarkan Grafik 18, individu dengan 

latar belakang pendidikan SMA/sederajat tercatat sebagai kelompok yang paling 

banyak menjadi korban kejahatan pada tahun 2025, dengan jumlah 55.970 

orang atau sebesar 15,51 persen dari total korban tindak pidana selama tahun 

tersebut. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 40,40 persen 

dibandingkan dengan tahun 2024. 

Berdasarkan Grafik 19, korban tindak pidana tidak hanya berasal dari 

warga negara Indonesia, tetapi juga terdapat warga negara asing yang menjadi 

korban. Pada tahun 2025 tercatat satu orang warga negara asing yang menjadi 

korban tindak pidana, jumlah ini mengalami penurunan sebesar 66,67 persen 

dibandingkan dengan tahun 2024. 
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Grafik 19 Data Korban Tindak Pidana Berdasarkan Jenis Pendidikan 2024 – 2025 

Sementara itu, korban tindak pidana pada tahun 2025 didominasi oleh 

warga negara Indonesia dengan jumlah sebanyak 351.145 orang atau sebesar 

97,31 persen dari total korban di Indonesia. Jumlah tersebut mengalami 

peningkatan sebesar 14,64 persen dibandingkan dengan tahun 2024. 

 

Grafik 20 Data Korban Tindak Pidana Berdasarkan Jenis Kewarganegaraan 2024 – 2025 
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Berdasarkan Grafik 21, jenis identitas korban tindak pidana 

diklasifikasikan ke dalam tujuh kategori identitas yang diketahui dan memiliki 

data, satu kategori korban yang tidak memiliki kartu identitas, serta satu kategori 

identitas yang tidak diketahui. Dari klasifikasi tersebut, jenis identitas yang paling 

banyak digunakan oleh korban saat proses pendataan adalah Kartu Tanda 

Penduduk (KTP), dengan jumlah mencapai 208.402 orang atau sebesar 57,75 

persen dari total korban tindak pidana. Jumlah ini mengalami peningkatan 

sebesar 36,28 persen pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024. 

Selain itu, sebanyak 1.904 korban tindak pidana tercatat menggunakan 

jenis identitas lain saat pendataan, seperti kartu pelajar, paspor, kartu izin tinggal 

terbatas (KITAS), Surat Izin Mengemudi (SIM), Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda 

Anggota (KTA).  

 

Grafik 21 Data Korban Tindak Pidana Berdasarkan Jenis Identitas 2024 – 2025 

Berdasarkan Grafik 22, korban tindak pidana didata berdasarkan rentang 

usia yang terbagi ke dalam lima kategori usia yang diketahui. Dari kategori 

tersebut, jumlah korban tindak pidana paling banyak berada pada kelompok usia 

lebih dari 51 tahun, dengan jumlah mencapai 109.801 orang atau sebesar 30,43 

persen dari total korban pada tahun 2025. Jumlah ini mengalami peningkatan 

sebesar 12,54 persen dibandingkan dengan tahun 2024. 
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Grafik 22 Data Korban Tindak Pidana Berdasarkan Jenis Usia 2024 – 2025 

 

4. Data Tersangka Tindak Pidana 

Tersangka adalah seseorang yang berdasarkan perbuatannya atau 

keadaannya, dengan didukung oleh bukti permulaan, patut diduga sebagai 

pelaku tindak pidana. Istilah tersangka juga merujuk pada individu yang diduga, 

dicurigai, atau telah disangka melakukan suatu tindak pidana. Pada tahun 2025, 

Polri menindak sebanyak 117.797 tersangka kasus kejahatan di seluruh 

Indonesia. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, jumlah tersangka kasus 

kejahatan mengalami penurunan sebesar 10,17 persen dibandingkan dengan 

tahun 2024. Sebelumnya, pada tahun 2024 jumlah tersangka kasus kejahatan 

tercatat sebanyak 131.126 orang. 

 
Grafik 23 Data Tersangka Tindak Pidana 2024 – 2025 
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Berdasarkan data pada Grafik 24, Polda Sumatra Utara tercatat sebagai 

satuan kerja dengan jumlah tersangka tindak pidana terbanyak pada tahun 2025, 

yaitu sebanyak 14.337 orang atau sebesar 12,17 persen dari total tersangka 

yang ditangani Polri di seluruh Polda. Posisi kedua ditempati oleh Polda Jawa 

Timur dengan jumlah tersangka sebanyak 12.844 orang atau 10,90 persen dari 

total tersangka. Sementara itu, peringkat ketiga ditempati oleh Polda Metro Jaya 

dengan jumlah 9.235 orang tersangka atau sekitar 7,84 persen dari total 

tersangka. 

Selama dua tahun berturut-turut, Polda Sumatra Utara menjadi satuan 

kerja dengan jumlah tersangka terbanyak. Pada tahun 2024, Polda Sumatra 

Utara menindak sebanyak 16.418 tersangka, yang kemudian mengalami 

penurunan sebesar 12,68 persen pada tahun 2025. Polda Jawa Timur yang 

menempati peringkat kedua pada tahun 2024 menindak 13.226 tersangka dan 

mengalami penurunan sebesar 2,89 persen pada tahun 2025. Selanjutnya, 

Polda Metro Jaya yang berada pada peringkat ketiga pada tahun 2024 menindak 

9.811 tersangka tindak pidana dan mengalami penurunan sebesar 5,87 persen 

pada tahun 2025. 

Sebaliknya, Polda Papua Barat Daya, Polda Papua Tengah, dan Polda 

Kalimantan Utara merupakan satuan kerja dengan jumlah tersangka terendah 

pada tahun 2025. Jumlah tersangka yang ditangani masing-masing adalah 255 

orang, 272 orang, dan 302 orang. Polda Papua Barat Daya dan Polda Papua 

Tengah tidak mengalami kenaikan maupun penurunan karena merupakan 

satuan kerja yang baru diresmikan sehingga belum memiliki data pembanding 

dari tahun sebelumnya. Sementara itu, Polda Kalimantan Utara mengalami 

penurunan sebesar 47,93 persen dibandingkan dengan tahun 2024. 
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Grafik 24 Data Tersangka Tindak Pidana Berdasarkan Polda 2024 – 2025 
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Berdasarkan Grafik 25, data tersangka tindak pidana diklasifikasikan 

berdasarkan jenis kelamin. Hasilnya menunjukkan bahwa pada tahun 2025 

tersangka tindak kejahatan paling banyak berjenis kelamin laki-laki, yaitu 

sebanyak 110.655 orang atau sebesar 93,94 persen dari total tersangka. 

Sementara itu, tersangka berjenis kelamin perempuan tercatat sebanyak 6.680 

orang atau sebesar 5,67 persen dari jumlah total tersangka yang ditangani di 

seluruh satuan kerja. 

 

 
Grafik 25 Data Tersangka Tindak Pidana Berdasarkan Jenis Kelamin 2024 – 2025 

Selama dua tahun berturut-turut, individu berjenis kelamin laki-laki 

tercatat sebagai kelompok yang paling banyak menjadi tersangka dalam kasus 

kejahatan. Data menunjukkan bahwa jumlah tersangka laki-laki pada tahun 2025 

mengalami penurunan sebesar 10,20 persen dibandingkan dengan tahun 2024. 

Pada tahun 2024, jumlah tersangka berjenis kelamin laki-laki tercatat sebanyak 

123.226 orang. Sementara itu, jumlah tersangka berjenis kelamin perempuan 

pada tahun 2024 tercatat sebanyak 7.393 orang dan mengalami penurunan 

sebesar 9,64 persen pada tahun 2025. 

Berdasarkan jenis pekerjaan, sebagian besar tersangka diketahui bekerja 

sebagai karyawan swasta. Klasifikasi pekerjaan tersangka dibagi ke dalam 110 

kategori pekerjaan yang diketahui, satu kategori tidak bekerja, serta satu 

kategori yang tidak diketahui. Grafik 26 menunjukkan data tersangka tindak 

pidana berdasarkan sepuluh jenis pekerjaan dengan jumlah tertinggi. Pada 

tahun 2025, jumlah tersangka yang bekerja sebagai karyawan swasta mencapai 
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23.837 orang atau sebesar 20,24 persen dari total tersangka di seluruh 

Indonesia.  

Posisi kedua ditempati oleh jenis pekerjaan wiraswasta dengan jumlah 

20.926 tersangka atau sebesar 17,76 persen, sedangkan kategori tidak bekerja 

berada pada posisi ketiga dengan jumlah 14.455 tersangka atau sebesar 12,27 

persen dari total tersangka. 

Data tersebut juga menunjukkan bahwa selama dua tahun berturut - turut, 

kategori pekerjaan karyawan swasta, wiraswasta, dan tidak bekerja merupakan 

tiga kategori dengan jumlah tersangka tertinggi. Pada tahun 2024, sebanyak 

26.167 karyawan swasta tercatat sebagai tersangka kejahatan dan jumlah 

tersebut menurun sebesar 8,90 persen pada tahun 2025. Sementara itu, jumlah 

tersangka dengan pekerjaan wiraswasta pada tahun 2024 tercatat sebanyak 

23.200 orang dan mengalami penurunan sebesar 9,80 persen pada tahun 2025. 

Adapun kategori tidak bekerja pada tahun 2024 tercatat sebanyak 15.614 

tersangka dan mengalami penurunan sebesar 7,42 persen pada tahun 2025.  

 
Grafik 26 Data Tersangka Tindak Pidana Berdasarkan Jenis Pekerjaan (10 Jenis Pekerjaan 

Tertinggi) 2024 – 2025 
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Berdasarkan Grafik 27, tersangka tindak pidana paling banyak memiliki 

latar belakang pendidikan SMA/sederajat. Pada tahun 2024, jumlah tersangka 

dengan latar belakang pendidikan SMA/sederajat tercatat sebanyak 41.618 

orang atau sebesar 35,33 persen dari total tersangka di seluruh satuan kerja. 

Selama dua tahun berturut-turut, kelompok pendidikan SMA/sederajat tetap 

menjadi kategori dengan jumlah tersangka terbanyak. Pada tahun 2024 tercatat 

sebanyak 46.895 tersangka atau sebesar 35,76 persen dari total tersangka, dan 

jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 11,26 persen pada tahun 2025. 

 
Grafik 27 Data Tersangka Tindak Pidana Berdasarkan Jenis Pendidikan 2024 – 2025 

Pada tahun 2025, warga negara Indonesia (WNI) tercatat sebagai 

kelompok yang paling banyak menjadi tersangka tindak kejahatan. Berdasarkan 

Grafik 27, jumlah tersangka WNI mencapai 113.729 orang atau sebesar 96,55 

persen dari total tersangka di seluruh Indonesia. Meskipun demikian, warga 

negara asing (WNA) yang berada di Indonesia juga tercatat terlibat dalam tindak 
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kejahatan sebagai tersangka, dengan jumlah sebanyak 255 orang atau sekitar 

0,22 persen dari total tersangka. 

 

Grafik 28 Data Tersangka Tindak Pidana Berdasarkan Jenis Kewarganegaraan 2024 – 2025 

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2024 jumlah 

tersangka WNI tercatat sebanyak 126.084 orang atau sebesar 96,15 persen dari 

total tersangka. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 9,80 persen 

pada tahun 2025. Sementara itu, jumlah tersangka dengan kewarganegaraan 

asing mengalami peningkatan, dari 238 orang pada tahun 2024 menjadi 255 

orang pada tahun 2025 atau meningkat sebesar 7,14 persen. 

 
Grafik 29 Data Tersangka Tindak Pidana Berdasarkan Jenis Identitas 2024 – 2025 
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Berdasarkan jenis identitas sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 29, 

terdapat 10 kategori identitas yang diketahui, satu kategori tersangka yang tidak 

memiliki kartu identitas, serta satu kategori identitas yang tidak diketahui. Jenis 

identitas yang paling banyak digunakan oleh tersangka dalam proses penegakan 

hukum adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), yaitu sebanyak 91.264 orang atau 

sebesar 77,48 persen dari total tersangka. Sementara itu, sebanyak 5.254 

tersangka atau sekitar 4,46 persen menggunakan jenis identitas lain, seperti 

Kartu Keluarga, surat keterangan lain, Kartu Tanda Anggota (KTA), paspor, Surat 

Izin Mengemudi (SIM), kartu pelajar, BPJS, dan Nomor Registrasi Pokok (NRP). 

Sebagian besar tersangka kejahatan menunjukkan Kartu Tanda 

Penduduk (KTP) sebagai identitas saat proses pemeriksaan dan penyidikan 

terkait tindak pidana. Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 95.035 tersangka atau 

sebesar 72,48 persen menggunakan KTP sebagai identitas. Namun demikian, 

jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 3,97 persen pada tahun 2025. 

 
Grafik 30 Data Tersangka Tindak Pidana Berdasarkan Jenis Usia 2024 – 2025 

Pada tahun 2024, jumlah tersangka tindak pidana paling banyak berada 

pada kelompok usia produktif, yaitu rentang usia 21 hingga 30 tahun. 

Berdasarkan Grafik 30, tercatat sebanyak 41.602 tersangka berada pada 

kelompok usia tersebut atau sekitar 26,70 persen dari total tersangka. Posisi 

kedua ditempati oleh kelompok usia 31 hingga 40 tahun dengan jumlah 31.450 

orang atau sekitar 15,39 persen dari total tersangka. 
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Selanjutnya, jumlah tersangka terbanyak ketiga berada pada kelompok 

usia 41 hingga 50 tahun dengan jumlah 18.128 orang. Pada posisi keempat 

terdapat kelompok usia kurang dari 20 tahun dengan jumlah 10.128 orang. 

Sementara itu, kelompok usia lebih dari 51 tahun menjadi kategori dengan 

jumlah tersangka paling sedikit, yaitu sebanyak 6.272 orang. 

Selama dua tahun berturut-turut, kelompok usia 21 hingga 30 tahun tetap 

menjadi kelompok dengan jumlah tersangka terbanyak. Pada tahun 2023, 

jumlah tersangka pada kelompok usia tersebut tercatat sebanyak 45.618 orang, 

yang kemudian mengalami penurunan sebesar 8,80 persen pada tahun 2025. 
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PEMBATAS LALU LINTAS 
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B. Lalu Lintas 

1. Kecelakaan Lalu Lintas 

a. Definisi 

Kecelakaan dapat dimaknai sebagai suatu peristiwa yang 

menimbulkan celaka, bencana, kemalangan, atau kesusahan. Istilah 

kecelakaan juga merujuk pada kejadian atau peristiwa yang menyebabkan 

seseorang mengalami penderitaan, baik berupa luka, kerugian, maupun 

dampak lainnya. Sementara itu, lalu lintas diartikan sebagai aktivitas 

pergerakan atau perjalanan di jalan yang ditandai dengan mobilitas bolak-

balik atau hilir mudik kendaraan, serta berkaitan dengan hubungan 

transportasi antara suatu tempat dengan tempat lainnya. Dengan demikian, 

kecelakaan lalu lintas dapat dipahami sebagai suatu peristiwa di jalan yang 

menyebabkan seseorang mengalami celaka atau kerugian dalam aktivitas 

perjalanan di jalan raya, yang dalam penggunaan sehari-hari sering disebut 

sebagai lakalantas. 

Secara yuridis, pengertian kecelakaan lalu lintas diatur dalam Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

(LLAJ). Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas 

adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja, yang 

melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain, serta 

mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Hingga saat 

ini, definisi tersebut masih menjadi dasar hukum yang digunakan dalam 

penanganan dan penegakan hukum terkait kecelakaan lalu lintas di 

Indonesia.  

 

b. Data Kasus Kecelakaan Lalu Lintas 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan aparat 

penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan 

terhadap peristiwa maupun pelaku pelanggaran lalu lintas. Dalam 

pelaksanaan fungsi tersebut, Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas Polri) 

berperan sebagai unsur pelaksana tugas Polri yang bertanggung jawab dalam 

pembinaan dan penyelenggaraan fungsi lalu lintas. Tugas tersebut meliputi 

penertiban lalu lintas, manajemen operasional dan rekayasa lalu lintas, serta 
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penyelenggaraan pusat komunikasi, koordinasi, kendali, dan informasi terkait 

lalu lintas. 

Korlantas Polri juga memiliki kewenangan dalam penanganan dan 

penindakan terhadap kecelakaan lalu lintas. Dalam menjalankan tugas 

tersebut, Korlantas Polri melakukan pendataan terkait kronologi kejadian, 

korban, barang bukti, kerusakan yang ditimbulkan, serta data penindakan 

terhadap pengemudi yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. 

Selain itu, Korlantas Polri juga melakukan tindakan cepat apabila menerima 

informasi mengenai kecelakaan, seperti memberikan pertolongan kepada 

korban, melakukan pengamanan di lokasi kejadian, serta berkoordinasi 

dengan pihak terkait dalam pengawasan arus lalu lintas. 

Seluruh data kecelakaan lalu lintas dicatat oleh Korlantas Polri melalui 

aplikasi Integrated Road Safety Management System (IRSMS). Berdasarkan 

data tersebut, selama tahun 2025 tercatat sebanyak 155.329 kasus 

kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan Grafik 31, jumlah kecelakaan lalu lintas 

tersebut mengalami peningkatan sebesar 7,44 persen dibandingkan dengan 

tahun 2024. 

 
Grafik 31 Data Kasus Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 

Selama tahun 2025, kecelakaan lalu lintas paling banyak terjadi pada 

bulan Agustus dengan jumlah 14.292 kasus. Berdasarkan Grafik 32, bulan 

Agustus juga tercatat sebagai bulan dengan jumlah kecelakaan lalu lintas 
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tertinggi pada tahun 2024. Pada tahun 2025, jumlah tersebut mengalami 

peningkatan sebesar 4,82 persen dibandingkan dengan tahun 2024.  

Sementara itu, jumlah kecelakaan lalu lintas paling rendah pada tahun 

2025 terjadi pada bulan Februari dengan 11.066 kasus, yang mengalami 

penurunan sebesar 1,21 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Adapun 

pada tahun 2024, jumlah kecelakaan lalu lintas paling sedikit terjadi pada 

bulan Maret. 

 
Grafik 32 Data Kecelakaan Lalu Lantas Berdasarkan Bulan 2024 – 2025 

Berdasarkan tren bulanan, jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia 

menunjukkan pola fluktuasi. Sepanjang tahun 2025, peningkatan jumlah 

kecelakaan lalu lintas paling signifikan terjadi pada bulan Agustus 

dibandingkan dengan bulan Juli, yaitu sebesar 11,33 persen. Pola serupa juga 

terlihat pada tahun 2024, di mana bulan Agustus mencatat kenaikan tertinggi 

sebesar 15,49 persen dibandingkan dengan bulan Juli. Sementara itu, 

penurunan jumlah kecelakaan lalu lintas paling signifikan pada tahun 2025 

terjadi pada bulan Februari dibandingkan dengan bulan Januari, yaitu sebesar 

7,59 persen. Pada tahun 2024, penurunan paling signifikan terjadi pada bulan 

September dibandingkan dengan bulan Agustus, yaitu sebesar 6,26 persen. 
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Grafik 33 Data Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Polda 2024 – 2025 
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Berdasarkan Grafik 33, kecelakaan lalu lintas tercatat terjadi di seluruh 

provinsi di Indonesia, sehingga seluruh satuan kerja kepolisian melakukan 

penindakan dan penanganan terhadap peristiwa tersebut. Polda Jawa Tengah 

menjadi satuan kerja tingkat provinsi yang menangani kecelakaan lalu lintas 

terbanyak pada tahun 2025, dengan jumlah mencapai 34.502 kasus. 

Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, tingginya angka tersebut 

menunjukkan bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas banyak terjadi di wilayah 

hukum Polda Jawa Tengah. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 

9,86 persen dibandingkan dengan tahun 2024. 

Selanjutnya, satuan kerja yang juga menangani kecelakaan lalu lintas 

dalam jumlah besar pada tahun 2025 adalah Polda Jawa Timur dan Polda 

Metro Jaya, dengan jumlah masing-masing 28.739 kasus dan 13.144 kasus. 

Polda Jawa Timur mengalami peningkatan sebesar 1,52 persen dibandingkan 

dengan tahun 2024, sedangkan Polda Metro Jaya mengalami peningkatan 

sebesar 5,83 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu, Polda Papua 

Barat Daya menjadi satuan kerja dengan jumlah penanganan kecelakaan lalu 

lintas paling sedikit pada tahun 2025, yaitu sebanyak 48 kasus. Jumlah 

tersebut tidak mengalami kenaikan maupun penurunan karena Polda Papua 

Barat Daya baru diresmikan pada tahun 2025 sehingga belum memiliki data 

pembanding dari tahun sebelumnya. 

Data kecelakaan lalu lintas menunjukkan bahwa tingkat risiko 

kecelakaan lalu lintas atau traffic accident rate pada tahun 2025 mencapai 54 

orang. Artinya, dari setiap 100.000 penduduk terdapat 54 orang yang berisiko 

mengalami kecelakaan lalu lintas. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 

3 orang dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencatat tingkat risiko 

kecelakaan lalu lintas sebesar 51 orang. Sementara itu, selang waktu kejadian 

kecelakaan lalu lintas atau traffic accident clock tercatat sebesar 203 detik 

atau sekitar tiga menit 23 detik. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata interval 

terjadinya kecelakaan lalu lintas di Indonesia adalah setiap tiga menit 23 detik. 
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Grafik 34 Tipe Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 (10 Tertinggi) 

Selama tahun 2025, Korlantas Polri mencatat sebanyak 58 tipe 

kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Berdasarkan Grafik 34, dari sepuluh tipe 

kecelakaan dengan jumlah kejadian tertinggi, kecelakaan yang paling 

dominan selama dua tahun berturut-turut adalah tabrakan depan-belakang. 

Pada tahun 2025 tercatat sebanyak 21.935 kasus, yang menggambarkan 

kondisi ketika kendaraan di belakang menabrak kendaraan yang berada di 

depannya. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 9,70 persen 

dibandingkan dengan tahun 2024. 
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Grafik 35 Data Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 

Berdasarkan Grafik 35, data Korlantas Polri menunjukkan bahwa 
faktor manusia merupakan penyebab utama kecelakaan lalu lintas, baik yang 
disebabkan oleh kelalaian maupun pelanggaran dalam berkendara. 
Sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 146.957 kecelakaan lalu lintas 
terjadi akibat faktor manusia. Jumlah tersebut mencapai 94,61 persen dari 
total kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia dan mengalami 
peningkatan sebesar 6,77 persen dibandingkan dengan tahun 2024. 

Selain faktor manusia, penyebab kecelakaan lalu lintas lainnya meliputi 
kondisi kendaraan, kondisi jalan, serta faktor alam. Meskipun demikian, ketiga 
faktor tersebut memiliki kontribusi yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan 
faktor manusia dalam menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. 

 
Grafik 36 Data Kecepatan Kendaraan Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 
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Korlantas Polri mengklasifikasikan jumlah kecelakaan lalu lintas ke 

dalam delapan kategori berdasarkan kecepatan kendaraan pada saat 

peristiwa terjadi, serta satu kategori tambahan yang tidak diketahui. 

Berdasarkan Grafik 36, selama tahun 2025 kendaraan yang melaju dengan 

kecepatan 40 kilometer per jam tercatat paling banyak terlibat dalam 

kecelakaan lalu lintas, dengan jumlah mencapai 53.061 kasus. Angka 

tersebut mengalami peningkatan sebesar 10,64 persen dibandingkan dengan 

tahun 2024. 

Pada posisi kedua, meskipun tergolong kecepatan yang relatif rendah, 

kendaraan yang melaju dengan kecepatan 20 kilometer per jam juga tercatat 

terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Sepanjang tahun 2025, terdapat 32.798 

kasus kecelakaan yang terjadi pada kendaraan dengan kecepatan tersebut, 

yang mengalami peningkatan sebesar 12,42 persen dibandingkan dengan 

tahun 2024. Sementara itu, jumlah kecelakaan lalu lintas paling sedikit terjadi 

pada kendaraan yang melaju dengan kecepatan sangat tinggi, yaitu 120 

kilometer per jam, dengan total sebanyak 20 kasus pada tahun 2025. Jumlah 

tersebut mengalami penurunan sebesar 39,39 persen dibandingkan dengan 

tahun 2024. 

 

Grafik 37 Data Jenis Jalan Lokasi Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 

Berdasarkan Grafik 37, Korlantas Polri mengklasifikasikan lokasi 

kejadian kecelakaan lalu lintas ke dalam empat jenis jalan, yaitu jalan desa, 

jalan kota/kabupaten, jalan nasional, dan jalan provinsi. Selama dua tahun 

berturut-turut, kecelakaan lalu lintas paling sering terjadi di jalan 

kota/kabupaten. Pada tahun 2025, jumlah kecelakaan yang terjadi di jalan 

kota/kabupaten mencapai 68.102 kasus atau sebesar 43,84 persen dari total 
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kecelakaan lalu lintas. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 9,54 

persen dibandingkan dengan tahun 2024. 

Selain itu, berdasarkan fungsi jalan, lokasi kejadian kecelakaan lalu 

lintas juga diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu jalan arteri, jalan 

kolektor, jalan lokal/lingkungan, dan jalan tol (Grafik 38). Jalan arteri 

merupakan jalan umum yang digunakan untuk kendaraan angkutan dengan 

peran utama dalam pergerakan lalu lintas jarak jauh. Jalan kolektor adalah 

jaringan jalan umum yang berfungsi sebagai pengumpul atau pembagi arus 

kendaraan angkutan. Sementara itu, jalan lokal merupakan jalan umum yang 

digunakan untuk kendaraan angkutan lokal, sedangkan jalan lingkungan 

adalah jalan umum yang diperuntukkan bagi kendaraan dalam lingkungan 

tertentu dengan pergerakan lalu lintas yang lebih terbatas. 

 

Grafik 38 Fungsi Jalan Lokasi Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 

Kecelakaan lalu lintas paling banyak terjadi pada jalan arteri, dengan 

jumlah mencapai 64.023 kasus atau sebesar 41,22 persen dari total 

kecelakaan lalu lintas yang terjadi sepanjang tahun 2025. Jalan arteri tercatat 

sebagai fungsi jalan yang paling sering menjadi lokasi terjadinya kecelakaan 

lalu lintas selama dua tahun berturut-turut. Pada tahun 2025, jumlah 

kecelakaan di jalan arteri mengalami peningkatan sebesar 3,35 persen 

dibandingkan dengan tahun 2024. 
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Grafik 39 Data Spot Lokasi Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 

Berdasarkan titik atau spot kejadian kecelakaan, Korlantas Polri 

mengklasifikasikan lokasi kecelakaan lalu lintas ke dalam 14 kategori titik 

yang diketahui serta satu kategori yang tidak diketahui (Grafik 39). Selama 

tahun 2025 dan 2024, kecelakaan lalu lintas paling sering terjadi di sekitar 

monumen, tugu, atau patok dan area sekitarnya. Pada tahun 2025, jumlah 

kecelakaan di lokasi tersebut mencapai 57.454 kasus, yang mengalami 

peningkatan sebesar 1,77 persen dibandingkan dengan tahun 2024. 

Selanjutnya, lokasi dengan jumlah kecelakaan lalu lintas terbanyak 

kedua adalah di rumah, wilayah perumahan, atau kawasan pemukiman. Pada 

tahun 2025, jumlah kecelakaan yang terjadi di lokasi tersebut mencapai 

51.376 kasus dan mengalami peningkatan sebesar 7,58 persen dibandingkan 

dengan tahun 2024. 
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Grafik 40 Permukaan Jalan Lokasi Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 

Berdasarkan kondisi permukaan jalan, selama dua tahun berturut-turut 

kecelakaan lalu lintas paling banyak terjadi pada jalan dengan permukaan 

yang baik. Pada tahun 2025, Korlantas Polri mencatat sebanyak 150.949 

kasus kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan dengan kondisi permukaan yang 

baik (Grafik 40). Jumlah tersebut mencapai 97,18 persen dari total 

kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dan mengalami peningkatan 

sebesar 7,47 persen dibandingkan dengan tahun 2024. 

Selain itu, kecelakaan lalu lintas juga tercatat terjadi pada jalan dengan 

kondisi permukaan berlubang. Selama tahun 2025, terdapat 1.838 kasus 

kecelakaan yang terjadi pada kondisi jalan tersebut, yang mengalami 

peningkatan sebesar 14,66 persen dibandingkan dengan tahun 2024. 
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Grafik 41 Geometri Jalan Lokasi Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 

Berdasarkan geometri jalan, Korlantas Polri mengklasifikasikan lokasi 
kejadian kecelakaan lalu lintas ke dalam 11 kategori. Data menunjukkan 
bahwa kecelakaan lalu lintas paling sering terjadi pada geometri jalan lurus. 
Sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 135.152 kasus kecelakaan terjadi 
pada jalan dengan geometri lurus (Grafik 41). Jumlah tersebut mengalami 
peningkatan sebesar 7,89 persen dibandingkan dengan tahun 2024. 

Selain itu, kecelakaan lalu lintas juga cukup sering terjadi pada 
geometri jalan tikungan. Pada tahun 2025, jumlah kecelakaan yang terjadi 
pada jalan dengan geometri tikungan mencapai 6.394 kasus, yang mengalami 
peningkatan sebesar 1,36 persen dibandingkan dengan tahun 2024. 
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Grafik 42 Data Kemiringan Jalan Lokasi Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 

Berdasarkan Grafik 42, kecelakaan lalu lintas paling banyak terjadi 

pada jalan dengan kemiringan datar selama dua tahun berturut-turut. Pada 

tahun 2025, jumlah kecelakaan yang terjadi di jalan dengan kemiringan datar 

mencapai 149.581 kasus atau sebesar 96,30 persen dari total kecelakaan lalu 

lintas di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 

7,56 persen dibandingkan dengan tahun 2024. 

Sementara itu, kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada jalan dengan 

kemiringan menanjak atau menurun tercatat sebanyak 5.748 kasus 

sepanjang tahun 2025. Jumlah tersebut juga mengalami peningkatan sebesar 

4,24 persen dibandingkan dengan tahun 2024. 

 
Grafik 43 Kondisi Cuaca Saat Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 
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Ada Korlantas Polri mencatat tujuh kategori kondisi cuaca saat 

terjadinya kecelakaan lalu lintas sepanjang tahun 2024. Berdasarkan data 

pada Grafik 43, selama dua tahun berturut-turut kecelakaan lalu lintas paling 

sering terjadi pada kondisi cuaca cerah. Pada tahun 2025, tercatat sebanyak 

148.246 kasus kecelakaan lalu lintas atau sebesar 95,44 persen dari total 

kejadian sepanjang tahun tersebut. Jumlah ini mengalami peningkatan 

sebesar 6,77 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Selain itu, kecelakaan 

lalu lintas juga cukup sering terjadi pada kondisi cuaca hujan atau gerimis, 

yaitu sebanyak 3.734 kasus sepanjang tahun 2025, yang mengalami 

peningkatan sebesar 12,33 persen dibandingkan dengan tahun 2024. 

Selain kondisi cuaca, kondisi cahaya juga menjadi salah satu faktor 

yang dicatat oleh Korlantas Polri. Terdapat tiga kategori kondisi cahaya saat 

kecelakaan terjadi, yaitu terang atau jelas, gelap, dan redup. Berdasarkan 

Grafik 44, kecelakaan lalu lintas paling sering terjadi di lokasi dengan kondisi 

cahaya terang atau jelas. Sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 132.029 

kasus kecelakaan lalu lintas terjadi di lokasi dengan kondisi cahaya terang 

atau jelas, yang mengalami peningkatan sebesar 7,68 persen dibandingkan 

dengan tahun 2024. 

Sementara itu, kecelakaan lalu lintas yang terjadi di lokasi dengan 

kondisi gelap tercatat sebanyak 8.818 kasus pada tahun 2025, mengalami 

peningkatan sebesar 11,90 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Adapun 

kecelakaan yang terjadi di area dengan kondisi penerangan redup tercatat 

sebanyak 14.482 kasus, yang mengalami peningkatan sebesar 2,84 persen 

dibandingkan dengan tahun 2024. 

 
Grafik 44 Kondisi Cahaya Saat Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 
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c. Dampak Kecelakaan 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai suatu 

peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan 

kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain, serta mengakibatkan 

korban manusia dan/atau kerugian harta benda. 

Kerugian harta benda akibat kecelakaan lalu lintas juga dicatat oleh 

Korlantas Polri melalui aplikasi Integrated Road Safety Management System 

(IRSMS). Sepanjang tahun 2025, jumlah kerugian materiel yang ditimbulkan 

akibat kecelakaan lalu lintas mencapai Rp304.139.693.791 (tiga ratus empat 

miliar seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu 

tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah). Berdasarkan Grafik 45, jumlah 

tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 dengan 

selisih sebesar Rp25.162.714.923 (dua puluh lima miliar seratus enam puluh 

dua juta tujuh ratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) 

atau sebesar 9,02 persen. 

 
Grafik 45 Data Kerugian Akibat Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 

Berdasarkan Grafik 46, jumlah kerugian materiel akibat kecelakaan 

lalu lintas paling besar sepanjang tahun 2025 terjadi pada bulan Desember 

dengan nilai kerugian mencapai Rp27.098.094.120 (dua puluh tujuh miliar 

sembilan puluh delapan juta sembilan puluh empat ribu seratus dua puluh 

rupiah). Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 4,89 persen 

dibandingkan dengan tahun 2024. 
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Grafik 46 Data Kerugian Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Bulan 2024 – 2025 

Sementara itu, jumlah kerugian materiel paling kecil sepanjang tahun 

2025 terjadi pada bulan Februari dengan nilai kerugian sebesar 

Rp22.598.923.962 (dua puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh delapan 

juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah), 

yang mengalami peningkatan sebesar 7,06 persen dibandingkan dengan 

tahun 2024. 

Berdasarkan tren bulanan, persentase kenaikan jumlah kerugian 

materiel paling signifikan sepanjang tahun 2025 terjadi pada bulan Maret 

dibandingkan dengan Februari, yaitu sebesar 15,69 persen. Sementara itu, 

pada tahun 2024 kenaikan paling signifikan terjadi pada bulan Agustus 

dibandingkan dengan Juli, yaitu sebesar 16,94 persen. Di sisi lain, penurunan 

jumlah kerugian materiel paling signifikan sepanjang tahun 2025 terjadi pada 

bulan Februari dibandingkan dengan Januari, yaitu sebesar 14,83 persen. 

Pada tahun 2024, penurunan paling signifikan tercatat pada bulan Mei 

dibandingkan dengan April, yaitu sebesar 17,86 persen. 
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Grafik 47 Data Kerugian Materiel Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 
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Berdasarkan Grafik 47, kerugian materiel akibat kecelakaan lalu lintas 

paling besar tercatat di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Sepanjang tahun 

2025, jumlah kerugian materiel di wilayah tersebut mencapai 

Rp39.239.053.333 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh sembilan 

juta lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah). Nilai kerugian 

tersebut mencapai 12,90 persen dari total kerugian akibat kecelakaan lalu 

lintas di seluruh Indonesia dan mengalami peningkatan sebesar 5,26 persen 

dibandingkan dengan tahun 2024. 

Posisi kedua dan ketiga wilayah dengan kerugian materiel terbesar 

akibat kecelakaan lalu lintas ditempati oleh Polda Jawa Timur dan Polda Jawa 

Barat. Polda Jawa Timur mencatat kerugian sebesar Rp36.517.164.709 (tiga 

puluh enam miliar lima ratus tujuh belas juta seratus enam puluh empat ribu 

tujuh ratus sembilan rupiah) dan mengalami penurunan sebesar 0,57 persen 

dibandingkan dengan tahun 2024. Sementara itu, Polda Jawa Barat mencatat 

kerugian sebesar Rp26.961.681.837 (dua puluh enam miliar sembilan ratus 

enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tiga 

puluh tujuh rupiah) dan mengalami peningkatan sebesar 18,75 persen 

dibandingkan dengan tahun 2024. 

Di sisi lain, kerugian materiel paling kecil tercatat di wilayah hukum 

Polda Papua Barat Daya dengan nilai sebesar Rp81.200.000 (delapan puluh 

satu juta dua ratus ribu rupiah). Nilai tersebut tidak mengalami kenaikan 

maupun penurunan karena Polda Papua Barat Daya baru diresmikan pada 

tahun 2025 sehingga belum memiliki data pembanding dari tahun 

sebelumnya. 

 

Grafik 48 Data Korban Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 
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Selain kerugian harta benda, kecelakaan lalu lintas juga menimbulkan 

korban manusia. Sepanjang tahun 2025, jumlah korban kecelakaan lalu lintas 

tercatat sebanyak 234.447 orang. Berdasarkan Grafik 48, jumlah tersebut 

mengalami penurunan sebesar 8,34 persen dibandingkan dengan tahun 

2024, dengan selisih penurunan sebanyak 18.038 orang. 

 
Grafik 49 Data Jenis Korban Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 

Berdasarkan Grafik 49, korban kecelakaan lalu lintas diklasifikasikan 

ke dalam tiga kategori, yaitu luka ringan, luka berat, dan meninggal dunia. 

Sepanjang tahun 2025, jumlah korban paling banyak berada pada kategori 

luka ringan, yaitu sebanyak 199.256 orang atau sebesar 84,99 persen dari 

total korban kecelakaan lalu lintas. Jumlah tersebut mengalami peningkatan 

sebesar 9,21 persen dibandingkan dengan tahun 2024. 

Sementara itu, korban dengan luka berat tercatat sebanyak 21.176 

orang pada tahun 2025, yang mengalami peningkatan sebesar 14,68 persen 

dibandingkan dengan tahun 2024. Di sisi lain, jumlah korban meninggal dunia 

akibat kecelakaan lalu lintas tercatat sebanyak 14.015 orang, yang mengalami 

penurunan sebesar 9,55 persen dibandingkan dengan tahun 2024. 

Berdasarkan Grafik 50 di bawah, bulan Agustus tercatat sebagai 

periode dengan jumlah korban kecelakaan lalu lintas paling banyak selama 

dua tahun berturut-turut. Sepanjang tahun 2025, jumlah korban kecelakaan 

lalu lintas pada bulan Agustus mencapai 21.106 orang, yang mengalami 

peningkatan sebesar 3,49 persen dibandingkan dengan tahun 2024. 

Sementara itu, jumlah korban kecelakaan lalu lintas paling sedikit selama dua 

tahun berturut-turut terjadi pada bulan Februari. Pada tahun 2025, jumlah 

korban pada bulan tersebut tercatat sebanyak 17.725 orang, yang mengalami 

peningkatan sebesar 5,03 persen dibandingkan dengan tahun 2024. 
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Grafik 50 Data Jenis Korban Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Bulan 2024 – 2025 

Selanjutnya, berdasarkan Grafik 51, Polda Jawa Timur menjadi satuan 

kerja tingkat provinsi dengan jumlah korban kecelakaan lalu lintas terbanyak 

sepanjang tahun 2025, yaitu mencapai 45.724 orang. Jumlah tersebut 

mengalami peningkatan sebesar 2,30 persen dibandingkan dengan tahun 

2024. Posisi kedua ditempati oleh Polda Jawa Tengah dengan jumlah korban 

sebanyak 45.391 orang, yang mengalami peningkatan sebesar 11,39 persen 

dibandingkan dengan tahun 2024. Sementara itu, Polda Metro Jaya 

menempati posisi ketiga dengan jumlah korban sebanyak 17.108 orang, yang 

mengalami peningkatan sebesar 9,04 persen dibandingkan dengan tahun 

2024. 

Di sisi lain, jumlah korban kecelakaan lalu lintas paling sedikit tercatat 

di wilayah hukum Polda Papua Barat Daya, yaitu sebanyak 75 orang. Jumlah 

tersebut tidak mengalami kenaikan maupun penurunan karena Polda Papua 

Barat Daya baru diresmikan pada tahun 2025 sehingga belum memiliki data 

pembanding dari tahun sebelumnya. 



81 |J U R N A L  P U S A T  I N F O R M A S I  K R I M I N A L  N A S I O N A L  T A H U N  2025 

 
Grafik 51 Data Korban Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Polda 2024 – 2025 
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d. Pengguna Jalan Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas 

Pengguna jalan merupakan setiap orang yang menggunakan jalan 

untuk melakukan aktivitas lalu lintas. Setiap pengguna jalan memiliki hak 

untuk menggunakan fasilitas jalan dan lalu lintas, namun juga berkewajiban 

untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Aturan tersebut dibuat untuk 

menjaga kelancaran, keselamatan, serta ketertiban dalam berlalu lintas. 

Secara umum, pengguna jalan dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu 

pengemudi, penumpang, dan pejalan kaki. 

1). Pengemudi 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi adalah orang yang mengendalikan 

kendaraan bermotor di jalan serta memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). 

Berdasarkan data dari Integrated Road Safety Management System (IRSMS) 

Korlantas Polri, jumlah pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas 

pada tahun 2025 mencapai 1.580.274 orang (Grafik 52). Jumlah tersebut 

mengalami penurunan sebesar 3,96 persen dibandingkan dengan tahun 

2024, di mana jumlah pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas tercatat 

sebanyak 1.645.348 orang. 

 
Grafik 52 Data Pengemudi Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 

Berdasarkan data pada Grafik 53, Polda Jawa Tengah tercatat sebagai 

satuan kerja dengan jumlah pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan lalu 

lintas paling banyak pada tahun 2025, yaitu sebanyak 367.012 orang atau 

sebesar 23,22 persen dari total pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas 

di seluruh Polda. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 3,63 

persen dibandingkan dengan tahun 2024. 
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Grafik 53 Data Pengemudi Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Polda 2024 – 2025 
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Posisi kedua ditempati oleh Polda Jawa Timur dengan jumlah 

pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas sebanyak 329.803 orang atau 

sebesar 20,87 persen dari total pengemudi. Namun demikian, jumlah tersebut 

mengalami penurunan sebesar 11,36 persen dibandingkan dengan tahun 

2024. 

Sementara itu, peringkat ketiga ditempati oleh Polda Metro Jaya 

dengan jumlah pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas sebanyak 

110.888 orang atau sekitar 7,02 persen dari total pengemudi. Jumlah tersebut 

juga mengalami penurunan sebesar 10,27 persen dibandingkan dengan 

tahun 2024. 

Di sisi lain, Polda Papua Barat Daya menjadi satuan kerja dengan 

jumlah pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas paling sedikit pada 

tahun 2025, yaitu sebanyak 166 orang atau sebesar 0,01 persen dari total 

pengemudi. Jumlah tersebut tidak mengalami kenaikan maupun penurunan 

karena Polda Papua Barat Daya baru diresmikan pada tahun 2025 sehingga 

belum memiliki data pembanding dari tahun sebelumnya. 

Jenis luka pada pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas 

diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu meninggal dunia, luka ringan, 

luka berat, dan tidak mengalami luka. Berdasarkan Grafik 54, luka ringan 

merupakan jenis luka yang paling banyak dialami oleh pengemudi yang 

terlibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 2025, dengan jumlah mencapai 

799.052 orang atau sebesar 50,56 persen dari total pengemudi yang terlibat 

kecelakaan lalu lintas. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 2,02 

persen dibandingkan dengan tahun 2024.  

 
Grafik 54 Data Pengemudi Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Jenis Luka 2024 – 2025 
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Korlantas Polri mengklasifikasikan pengemudi yang terlibat kecelakaan 

lalu lintas ke dalam empat kategori rentang usia yang diketahui serta satu 

kategori usia yang tidak diketahui. Berdasarkan Grafik 55, pengemudi yang 

paling banyak terlibat kecelakaan lalu lintas berada pada rentang usia 26 

sampai 45 tahun, yaitu sebanyak 527.946 orang atau sebesar 32,60 persen 

dari total pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas. Posisi kedua 

ditempati oleh pengemudi berusia 17 sampai 25 tahun dengan jumlah 

391.753 orang atau sekitar 24,79 persen. Selain itu, terdapat 66.634 

pengemudi dengan usia yang tidak diketahui. 

Selama dua tahun berturut-turut, kelompok usia 26 sampai 45 tahun 

tercatat sebagai kelompok dengan jumlah pengemudi yang paling banyak 

terlibat kecelakaan lalu lintas. Pada tahun 2024, jumlah pengemudi pada 

kelompok usia tersebut mencapai 536.391 orang atau sekitar 32,60 persen, 

kemudian mengalami penurunan sebesar 1,57 persen pada tahun 2025. 

Penurunan juga terjadi pada kelompok usia 17 sampai 25 tahun sebesar 2,47 

persen serta pada kelompok usia 46 sampai 65 tahun sebesar 1,91 persen. 

Sebaliknya, jumlah pengemudi dengan rentang usia kurang dari 17 tahun 

mengalami peningkatan sebesar 11,73 persen. 

 
Grafik 55 Data Pengemudi Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Rentang Usia 2024 – 2025 

Pengemudi yang paling banyak terlibat dalam kecelakaan lalu lintas 

adalah berjenis kelamin laki-laki. Pada tahun 2025, jumlah pengemudi laki-

laki yang terlibat kecelakaan lalu lintas mencapai 1.179.083 orang atau 

sebesar 74,61 persen dari total pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu 

lintas. Sementara itu, pengemudi berjenis kelamin perempuan tercatat 

sebanyak 310.809 orang atau sekitar 19,67 persen dari total pengemudi. 
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Berdasarkan Grafik 56, baik pengemudi laki-laki maupun perempuan 

mengalami penurunan jumlah pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. Jumlah pengemudi laki-laki yang terlibat kecelakaan lalu lintas 

mengalami penurunan sebesar 4,04 persen dibandingkan dengan tahun 

2024, sedangkan jumlah pengemudi perempuan mengalami penurunan 

sebesar 1,57 persen dibandingkan dengan tahun 2024. 

 
Grafik 56 Data Pengemudi Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Jenis Kelamin 2024 – 2025 

Korlantas Polri mengklasifikasikan pekerjaan pengemudi yang terlibat 

kecelakaan lalu lintas ke dalam 11 kategori pekerjaan yang diketahui serta 

satu kategori yang tidak diketahui. Berdasarkan data tersebut, pengemudi 

dengan pekerjaan sebagai pegawai swasta merupakan kelompok yang paling 

banyak terlibat dalam kecelakaan lalu lintas, yaitu sebanyak 425.926 orang 

atau sebesar 26,95 persen dari total pengemudi yang terlibat kecelakaan. 

Posisi kedua ditempati oleh pengemudi dengan pekerjaan wiraswasta 

dengan jumlah 347.124 orang atau sekitar 21,97 persen dari total pengemudi. 

Sementara itu, posisi ketiga ditempati oleh pengemudi yang berstatus pelajar 

atau mahasiswa dengan jumlah 317.070 orang atau sebesar 20,06 persen 

dari total pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas. 

Berdasarkan Grafik 57, jumlah pengemudi yang terlibat kecelakaan 

lalu lintas pada setiap jenis pekerjaan pada tahun 2025 menunjukkan kondisi 

yang fluktuatif, baik mengalami penurunan maupun kenaikan dibandingkan 

dengan tahun 2024. Meskipun demikian, peringkat pertama masih ditempati 

oleh pengemudi dengan jenis pekerjaan pegawai swasta yang mengalami 

penurunan sebesar 3,55 persen. Selanjutnya, pengemudi dengan pekerjaan 

wiraswasta atau wirausaha menempati posisi kedua dengan penurunan 
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sebesar 8,34 persen, diikuti oleh pelajar atau mahasiswa pada posisi ketiga 

yang mengalami penurunan sebesar 1,35 persen dibandingkan dengan tahun 

2024. 

 
Grafik 57 Data Pengemudi Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Jenis Pekerjaan 2024 – 

2025 

Sementara itu, berdasarkan latar belakang pendidikan terakhir, 

pengemudi dengan tingkat pendidikan SLTA/sederajat merupakan kelompok 

yang paling banyak terlibat dalam kecelakaan lalu lintas pada tahun 2025. 

Berdasarkan Grafik 58, jumlah pengemudi dengan latar belakang pendidikan 

SLTA/sederajat mencapai 1.213.927 orang atau sebesar 76,82 persen dari 

total pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas sepanjang tahun 2025.  
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Grafik 58 Data Pengemudi Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Jenis Pendidikan 2024 – 

2025 

Mengonsumsi minuman beralkohol saat berkendara merupakan salah 

satu pelanggaran berat di Indonesia karena pengaruh alkohol dapat 

menurunkan konsentrasi dan kemampuan pengemudi dalam mengendalikan 

kendaraan, sehingga berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan 

lalu lintas. 

Namun demikian, hilangnya kendali pengemudi tidak selalu 

disebabkan oleh pengaruh alkohol. Berdasarkan Grafik 59, kecelakaan lalu 

lintas paling banyak terjadi pada pengemudi yang tidak berada dalam 

pengaruh alkohol. Pada tahun 2025, tercatat sebanyak 1.577.575 pengemudi 

yang terlibat kecelakaan lalu lintas tidak berada dalam pengaruh alkohol atau 

tidak sedang mabuk. Jumlah tersebut mencapai 99,83 persen dari total 

pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 2025 dan 

mengalami penurunan sebesar 3,95 persen dibandingkan dengan tahun 

2024. 

Sementara itu, jumlah pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas 

dalam kondisi berada di bawah pengaruh alkohol pada tahun 2025 tercatat 

sebanyak 2.699 orang. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 8,04 

persen dibandingkan dengan tahun 2024. 
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Grafik 59 Pengaruh Alkohol Pengemudi Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 

Polisi menetapkan status tersangka terhadap sebagian pengemudi 

yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan Grafik 60, tercatat 

sebanyak 750.577 pengemudi atau sebesar 47,50 persen dari total 

pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas ditetapkan sebagai tersangka 

dan harus berhadapan dengan proses hukum. Jumlah tersebut mengalami 

penurunan sebesar 8,75 persen dibandingkan dengan tahun 2024. 

Sementara itu, sebanyak 770.915 pengemudi yang terlibat kecelakaan 

lalu lintas tidak ditetapkan sebagai tersangka. Jumlah tersebut mengalami 

peningkatan sebesar 1,09 persen dibandingkan dengan tahun 2024.  

 
Grafik 60 Status Tersangka Pengemudi Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 

Berdasarkan Grafik 61, kewarganegaraan pengemudi yang terlibat 

dalam kecelakaan lalu lintas di Indonesia menunjukkan bahwa warga negara 

Indonesia (WNI) merupakan kelompok yang paling banyak terlibat selama dua 

tahun berturut-turut. Sepanjang tahun 2025, jumlah pengemudi WNI yang 

terlibat kecelakaan lalu lintas mencapai 1.571.980 orang atau sebesar 99,48 
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persen dari total pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 

tersebut. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 3,93 persen 

dibandingkan dengan tahun 2024. 

Selain WNI, terdapat pula pengemudi dengan kewarganegaraan asing 

yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Pada tahun 2025, tercatat 

sebanyak 352 pengemudi warga negara asing (WNA) yang terlibat 

kecelakaan lalu lintas. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 31,25 

persen dibandingkan dengan tahun 2024. 

 
Grafik 61 Kewarganegaraan Pengemudi Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 

Berdasarkan Grafik 62, pada saat proses pendataan pengemudi yang 

terlibat kecelakaan lalu lintas, sebagian besar pengemudi menunjukkan Kartu 

Tanda Penduduk (KTP) sebagai identitas selama dua tahun berturut-turut. 

Sepanjang tahun 2025, jumlah pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas 

dan menunjukkan KTP mencapai 1.389.549 orang atau sebesar 87,93 persen 

dari total pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas. Jumlah tersebut 

mengalami peningkatan sebesar 5,51 persen dibandingkan dengan tahun 

2024. 

 
Grafik 62 Jenis Identitas Pengemudi Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas 2024 
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Korlantas Polri mengklasifikasikan jenis kendaraan yang digunakan 

oleh pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas ke dalam 25 kategori 

kendaraan yang diketahui serta satu kategori yang tidak diketahui. 

Berdasarkan Grafik 63, tercatat sepuluh jenis kendaraan dengan jumlah 

keterlibatan tertinggi dalam kecelakaan lalu lintas. 

Sepeda motor merupakan jenis kendaraan yang paling banyak 

digunakan oleh pengemudi saat terjadi kecelakaan lalu lintas. Pada tahun 

2025, jumlah sepeda motor yang terlibat kecelakaan mencapai 1.211.427 unit 

atau sebesar 76,66 persen dari total kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu 

lintas. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 3,72 persen 

dibandingkan dengan tahun 2024. 

Selanjutnya, posisi kedua ditempati oleh kendaraan jenis mini bus 

dengan jumlah 108.663 unit, yang mengalami penurunan sebesar 7,18 persen 

dibandingkan dengan tahun 2024. Sementara itu, posisi ketiga ditempati oleh 

kendaraan jenis truk medium dengan jumlah 65.497 unit, yang juga 

mengalami penurunan sebesar 3,62 persen dibandingkan dengan tahun 

2024. 

 
Grafik 63 Jenis Kendaraan Pengemudi Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 
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2). Penumpang 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan, penumpang adalah orang yang berada di dalam 

kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan. Sepanjang tahun 2025, 

jumlah total penumpang yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tercatat 

sebanyak 47.278 orang. Berdasarkan Grafik 64, jumlah tersebut mengalami 

peningkatan sebesar 4,06 persen dibandingkan dengan tahun 2024. 

 

Grafik 64 Penumpang Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas 2023 - 2024 

Seluruh satuan kerja kepolisian tingkat provinsi menangani kecelakaan 

lalu lintas yang juga melibatkan penumpang kendaraan. Berdasarkan Grafik 
65, Polda Jawa Timur menjadi satuan kerja dengan jumlah penumpang yang 

paling banyak terlibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 2025, yaitu sebanyak 

8.549 orang. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 2,61 persen 

dibandingkan dengan tahun 2024. 

Posisi kedua dan ketiga ditempati oleh Polda Jawa Tengah dan Polda 

Jawa Barat dengan jumlah penumpang yang terlibat kecelakaan lalu lintas 

masing-masing sebanyak 8.124 orang dan 2.954 orang. Polda Jawa Tengah 

mengalami peningkatan sebesar 8 persen dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya, sedangkan Polda Jawa Barat mengalami penurunan sebesar 

2,38 persen. 

Sementara itu, Polda Papua Barat Daya menjadi satuan kerja dengan 

jumlah penumpang yang terlibat kecelakaan lalu lintas paling sedikit pada 

tahun 2025, yaitu sebanyak 17 orang. Jumlah tersebut tidak mengalami 

kenaikan maupun penurunan karena tidak terdapat data pembanding dari 

tahun sebelumnya, mengingat Polda Papua Barat Daya baru diresmikan pada 

tahun 2025. 
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Grafik 65 Penumpang Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Polda 2023 - 2024 



94 |J U R N A L  P U S A T  I N F O R M A S I  K R I M I N A L  N A S I O N A L  T A H U N  2025 

Berdasarkan Grafik 66, penumpang yang terlibat kecelakaan lalu lintas 

diklasifikasikan ke dalam empat kategori kondisi, yaitu luka ringan, luka berat, 

meninggal dunia, dan tidak mengalami luka. Selama dua tahun berturut-turut, 

penumpang yang terlibat kecelakaan lalu lintas paling banyak mengalami luka 

ringan. Sepanjang tahun 2025, jumlah penumpang dengan luka ringan 

mencapai 36.040 orang, yang mengalami peningkatan sebesar 3,50 persen 

dibandingkan dengan tahun 2024. 

Sementara itu, jumlah penumpang yang mengalami luka berat pada 

tahun 2025 tercatat sebanyak 3.258 orang, meningkat sebesar 8,74 persen 

dibandingkan dengan tahun 2024. Di sisi lain, jumlah penumpang yang 

meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 2025 tercatat 

sebanyak 2.107 orang, yang mengalami penurunan sebesar 11,17 persen 

dibandingkan dengan tahun 2024. Adapun penumpang yang tidak mengalami 

luka tercatat sebanyak 5.873 orang sepanjang tahun 2025, yang mengalami 

peningkatan sebesar 12,02 persen dibandingkan dengan tahun 2024. 

 
Grafik 66 Jenis Luka Penumpang Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 

Berdasarkan Grafik 67, penumpang yang terlibat kecelakaan lalu lintas 

sepanjang tahun 2025 didominasi oleh kelompok usia 26 sampai 45 tahun 

dengan jumlah mencapai 11.199 orang. Jumlah tersebut mengalami 

peningkatan sebesar 4,59 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Pada 

tahun 2024, penumpang yang terlibat kecelakaan lalu lintas juga didominasi 

oleh kelompok usia yang sama, yaitu rentang usia 26 sampai 45 tahun. 
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Grafik 67 Rentang Usia Penumpang Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 

Berdasarkan Grafik 68, penumpang berjenis kelamin perempuan 

tercatat sebagai kelompok yang paling banyak terlibat dalam kecelakaan lalu 

lintas selama dua tahun berturut-turut. Pada tahun 2025, jumlah penumpang 

perempuan yang terlibat kecelakaan lalu lintas mencapai 25.864 orang atau 

sebesar 54,71 persen dari total penumpang yang terlibat kecelakaan lalu 

lintas. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 4,29 persen 

dibandingkan dengan tahun 2024. 

Sementara itu, jumlah penumpang berjenis kelamin laki-laki yang 

terlibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 2025 tercatat sebanyak 21.383 

orang, yang juga mengalami peningkatan sebesar 4,15 persen dibandingkan 

dengan tahun 2024. 

 

Grafik 68 Jenis Kelamin Penumpang Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 

Korlantas Polri mengklasifikasikan jenis pekerjaan penumpang yang 

terlibat kecelakaan lalu lintas ke dalam 11 kategori yang diketahui serta satu 

kategori yang tidak diketahui. Dari kategori yang diketahui tersebut, kelompok 
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masyarakat dengan status pelajar dan mahasiswa tercatat sebagai kelompok 

yang paling banyak terlibat kecelakaan lalu lintas saat menjadi penumpang 

kendaraan. 

Berdasarkan Grafik 69, sepanjang tahun 2025 terdapat sebanyak 

16.437 penumpang dengan status pelajar dan mahasiswa yang terlibat dalam 

kecelakaan lalu lintas. Jumlah tersebut mencapai 34,77 persen dari total 

penumpang yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan mengalami peningkatan 

sebesar 6,51 persen dibandingkan dengan tahun 2024. 

 

Grafik 69 Jenis Pekerjaan Penumpang Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 

Jenis pendidikan terakhir penumpang yang terlibat kecelakaan lalu 

lintas diklasifikasikan ke dalam tujuh kategori yang diketahui serta satu 

kategori yang tidak diketahui. Berdasarkan Grafik 70, penumpang dengan 

latar belakang pendidikan terakhir SLTA/sederajat merupakan kelompok 

dengan jumlah terbanyak yang terlibat kecelakaan lalu lintas selama dua 

tahun berturut-turut. Pada tahun 2025, jumlah penumpang dengan pendidikan 

terakhir SLTA/sederajat mencapai 29.585 orang atau sebesar 62,58 persen 

dari total penumpang yang terlibat kecelakaan lalu lintas. Jumlah tersebut 

mengalami peningkatan sebesar 4,47 persen dibandingkan dengan tahun 

2024. 
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Grafik 70 Jenis Pendidikan Penumpang Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 

Korlantas Polri mengklasifikasikan perilaku penumpang yang terlibat 

kecelakaan lalu lintas ke dalam empat kategori yang diketahui serta satu 

kategori tidak diketahui atau tidak melakukan tindakan tertentu. Berdasarkan 

Grafik 71, dari empat kategori perilaku yang diketahui, perilaku penumpang 

yang paling banyak terjadi sepanjang tahun 2025 adalah menempatkan anak 

di posisi depan sepeda motor, dengan jumlah mencapai 197 orang. Jumlah 

tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,51 persen dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya. 

Sementara itu, pada kategori tidak diketahui atau penumpang yang 

tidak melakukan tindakan tertentu tercatat sebanyak 46.874 orang pada tahun 

2025. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 4,14 persen 

dibandingkan dengan tahun 2024. 

 
Grafik 71 Jenis Perilaku Penumpang Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas Tertinggi 2023 - 2024 
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Berdasarkan Grafik 72, mayoritas penumpang yang terlibat 

kecelakaan lalu lintas merupakan warga negara Indonesia. Pada tahun 2025, 

tercatat sebanyak 47.199 penumpang yang terlibat kecelakaan lalu lintas 

merupakan warga negara Indonesia atau sebesar 99,83 persen dari total 

penumpang yang terlibat kecelakaan. Jumlah tersebut mengalami 

peningkatan sebesar 4,01 persen dibandingkan dengan tahun 2024. 

Sementara itu, penumpang dengan kewarganegaraan asing yang 

terlibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 2025 tercatat sebanyak 28 orang. 

Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 15,15 persen dibandingkan 

dengan tahun 2024. 

 
Grafik 72 Jenis Kewarganegaraan Penumpang Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 

Berdasarkan Grafik 73, Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan jenis 

identitas yang paling banyak ditunjukkan oleh penumpang saat terlibat dalam 

kecelakaan lalu lintas. Sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 44.276 

penumpang menunjukkan KTP sebagai kartu identitas kepada petugas saat 

proses pendataan kecelakaan lalu lintas. Jumlah tersebut mengalami 

peningkatan sebesar 12,66 persen dibandingkan dengan tahun 2024. 

 
Grafik 73 Jenis Identitas Penumpang Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 
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3). Pejalan kaki 

Selain pengemudi dan penumpang, pejalan kaki juga termasuk 

pengguna jalan yang dapat terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan, pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan. 

Sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 19.251 pejalan kaki 

mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Berdasarkan Grafik 74, jumlah 

tersebut mengalami peningkatan sebesar 9,51 persen dibandingkan dengan 

tahun 2024. 

 
Grafik 74 Pejalan Kaki Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 

Pejalan kaki yang mengalami kecelakaan lalu lintas tercatat di seluruh 

satuan kerja kepolisian tingkat provinsi. Berdasarkan Grafik 75, Polda Jawa 

Tengah menjadi satuan kerja yang paling banyak menangani kasus 

kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pejalan kaki pada tahun 2025, dengan 

jumlah mencapai 3.927 orang. Jumlah tersebut mengalami peningkatan 

sebesar 11,50 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, 

jumlah pejalan kaki yang mengalami kecelakaan lalu lintas terbanyak juga 

tercatat ditangani oleh Polda Jawa Tengah.  

Pada posisi kedua, satuan kerja yang paling banyak menangani 

pejalan kaki yang mengalami kecelakaan lalu lintas pada tahun 2025 adalah 

Polda Jawa Timur dan Polda Jawa Barat, dengan jumlah masing-masing 

sebanyak 3.402 orang dan 2.002 orang. Jumlah tersebut pada Polda Jawa 

Timur mengalami peningkatan sebesar 6,98 persen dibandingkan dengan 

tahun 2024, sedangkan pada Polda Jawa Barat juga mengalami peningkatan 

sebesar 10,42 persen dari tahun 2024.  



100 |J U R N A L  P U S A T  I N F O R M A S I  K R I M I N A L  N A S I O N A L  T A H U N  2025 

 
Grafik 75 Pejalan Kaki Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Polda 2024 – 2025 
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Sementara itu, Polda Papua Tengah menjadi satuan kerja dengan 

jumlah penanganan pejalan kaki yang mengalami kecelakaan lalu lintas paling 

sedikit, yaitu sebanyak 8 orang. Jumlah tersebut tidak mengalami kenaikan 

maupun penurunan karena Polda Papua Tengah baru diresmikan pada tahun 

2025 sehingga belum memiliki data pembanding dari tahun sebelumnya. 

Berdasarkan klasifikasi usia, Korlantas Polri membagi kelompok usia 

pejalan kaki ke dalam empat kategori yang diketahui serta satu kategori yang 

tidak diketahui (Grafik 76). Dari empat kategori usia yang diketahui, pejalan 

kaki berusia 46 hingga 65 tahun merupakan kelompok yang paling sering 

terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Pada tahun 2025, tercatat sebanyak 

7.000 pejalan kaki dalam rentang usia tersebut mengalami kecelakaan lalu 

lintas, yang mengalami peningkatan sebesar 6,69 persen dibandingkan 

dengan tahun 2024. 

 
Grafik 76 Rentang Usia Pejalan Kaki Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 

Berdasarkan Grafik 77, pejalan kaki berjenis kelamin laki-laki tercatat 

sebagai kelompok yang paling sering mengalami kecelakaan lalu lintas. Pada 

tahun 2025, jumlah pejalan kaki laki-laki yang terlibat kecelakaan lalu lintas 

mencapai 11.179 orang atau sebesar 58,07 persen dari total pejalan kaki yang 

terlibat kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut 

mengalami peningkatan sebesar 10,91 persen dibandingkan dengan tahun 

2024. 

Sementara itu, pejalan kaki berjenis kelamin perempuan yang 

mengalami kecelakaan lalu lintas pada tahun 2025 tercatat sebanyak 8.039 

orang. Jumlah tersebut juga mengalami peningkatan sebesar 7,91 persen 

dibandingkan dengan tahun 2024.  



102 |J U R N A L  P U S A T  I N F O R M A S I  K R I M I N A L  N A S I O N A L  T A H U N  2025 

 
Grafik 77 Jenis Kelamin Pejalan Kaki Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 

Korlantas Polri mengklasifikasikan jenis pekerjaan pejalan kaki yang 

terlibat kecelakaan lalu lintas ke dalam 11 kategori yang diketahui serta satu 

kategori yang tidak diketahui. Berdasarkan kategori pekerjaan tersebut, 

pejalan kaki yang paling banyak terlibat kecelakaan lalu lintas adalah 

kelompok yang belum atau tidak bekerja (Grafik 78). Pada tahun 2025, jumlah 

pejalan kaki dalam kategori tersebut mencapai 4.139 orang, yang mengalami 

peningkatan sebesar 6,92 persen dibandingkan dengan tahun 2024.  

 
Grafik 78 Jenis Pekerjaan Pejalan Kaki Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 
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Untuk kategori pendidikan, Korlantas Polri mengklasifikasikan pejalan 

kaki yang terlibat kecelakaan lalu lintas ke dalam tujuh kategori pendidikan 

yang diketahui serta satu kategori yang tidak diketahui. Berdasarkan Grafik 
79, kelompok pejalan kaki dengan latar belakang pendidikan SLTA/sederajat 

merupakan kategori yang paling banyak terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. 

Sepanjang tahun 2025, jumlah pejalan kaki dengan pendidikan 

SLTA/sederajat yang terlibat kecelakaan lalu lintas mencapai 9.492 orang. 

Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 11,75 persen dibandingkan 

dengan tahun 2024. 

 
Grafik 79 Jenis Pendidikan Pejalan Kaki Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 

Menyeberang di sembarang tempat merupakan perilaku yang paling 

banyak dilakukan oleh pejalan kaki yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas 

selama dua tahun berturut-turut. Berdasarkan Grafik 80, jumlah pejalan kaki 

yang mengalami kecelakaan akibat menyeberang di sembarang tempat pada 

tahun 2025 mencapai 10.246 orang. Jumlah tersebut mengalami peningkatan 

sebesar 11,54 persen dibandingkan dengan tahun 2024. 

Kondisi ini menunjukkan pentingnya kesadaran pejalan kaki untuk 

menyeberang di tempat yang telah disediakan, seperti zebra cross atau 

jembatan penyeberangan orang (JPO), guna mengurangi risiko terjadinya 

kecelakaan lalu lintas.  

 



104 |J U R N A L  P U S A T  I N F O R M A S I  K R I M I N A L  N A S I O N A L  T A H U N  2025 

 
Grafik 80 Jenis Perilaku Pejalan Kaki Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 

Berdasarkan Grafik 81, warga negara Indonesia (WNI) merupakan 

kelompok yang paling banyak menjadi pejalan kaki yang mengalami 

kecelakaan lalu lintas. Pada tahun 2025, jumlah pejalan kaki WNI yang 

mengalami kecelakaan lalu lintas mencapai 19.216 orang atau sebesar 99,73 

persen dari total pejalan kaki yang mengalami kecelakaan lalu lintas di seluruh 

Indonesia. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 9,61 persen 

dibandingkan dengan tahun 2024. 

 
Grafik 81 Jenis Kewarganegaraan Pejalan Kaki Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 

2025 
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Selain WNI, terdapat pula pejalan kaki dengan kewarganegaraan asing 

yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Pada tahun 2025, jumlah pejalan kaki 

warga negara asing (WNA) yang mengalami kecelakaan tercatat sebanyak 8 

orang, yang mengalami penurunan sebesar 63,64 persen dibandingkan 

dengan tahun 2024. 

Berdasarkan Grafik 82, pejalan kaki yang mengalami kecelakaan lalu 

lintas paling banyak menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai 

identitas saat proses pendataan selama dua tahun berturut-turut. Pada tahun 

2025, jumlah pejalan kaki yang menunjukkan KTP mencapai 18.287 orang 

atau sebesar 94,99 persen dari total pejalan kaki yang mengalami kecelakaan 

lalu lintas. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 15,75 persen 

dibandingkan dengan tahun 2024.  

 
Grafik 82 Jenis Identitas Pejalan Kaki Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 
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2. Pelanggaran Lalu Lintas 

Pelanggaran lalu lintas adalah setiap perbuatan yang tidak mematuhi atau 
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan 
angkutan jalan. Dalam konteks hukum di Indonesia, pelanggaran lalu lintas 
merujuk pada tindakan pengguna jalan yang tidak sesuai dengan aturan yang 
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan, seperti melanggar rambu lalu lintas, tidak mematuhi marka 
jalan, tidak menggunakan perlengkapan berkendara yang diwajibkan, atau 
tindakan lain yang mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan 
kelancaran lalu lintas. Pelanggaran tersebut pada umumnya dikenakan sanksi 
berupa denda atau pidana kurungan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
a. Data Kasus Pelanggaran Lalu Lintas 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan aparat 
penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan 
terhadap peristiwa maupun pelaku pelanggaran lalu lintas. Dalam 
pelaksanaan fungsi tersebut, Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas Polri) 
bertindak sebagai unsur pelaksana tugas Polri yang bertanggung jawab 
dalam pembinaan serta penyelenggaraan fungsi lalu lintas. Tugas tersebut 
meliputi penertiban lalu lintas, manajemen operasional dan rekayasa lalu 
lintas, serta penyelenggaraan pusat komunikasi, koordinasi, kendali, dan 
informasi mengenai lalu lintas. 

 
Grafik 83 Data Kasus Pelanggaran Lalu Lintas 2024 – 2025 
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Data mengenai pelanggaran lalu lintas dicatat melalui aplikasi e-Tilang 

Korlantas Polri. Sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 1.920.210 kasus 

pelanggaran lalu lintas yang dilakukan penindakan oleh Polri. Berdasarkan 

Grafik 83 di atas, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 12,32 

persen dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencatat sebanyak 2.190.086 

kasus pelanggaran lalu lintas. 

Berdasarkan Grafik 84 di bawah, pelanggaran lalu lintas selama tahun 

2025 paling banyak terjadi pada bulan Juli, yaitu sebanyak 350.806 kasus 

atau sebesar 18,27 persen dari total pelanggaran lalu lintas. Jumlah tersebut 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 22,18 persen 

dibandingkan dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, jumlah pelanggaran lalu 

lintas terbanyak tercatat pada bulan Oktober. Sementara itu, jumlah 

pelanggaran lalu lintas paling sedikit pada tahun 2025 terjadi pada bulan 

Oktober dengan sebanyak 88.689 kasus, yang mengalami penurunan 

sebesar 69,16 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, 

jumlah pelanggaran lalu lintas paling sedikit terjadi pada bulan Februari. 

 

Grafik 84 Data Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Bulan 2024 – 2025 
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Berdasarkan tren bulanan, jumlah pelanggaran lalu lintas menunjukkan 

pola fluktuatif. Sepanjang tahun 2025, peningkatan jumlah pelanggaran lalu 

lintas paling signifikan terjadi pada bulan Juli dengan jumlah 350.806 kasus 

dibandingkan dengan bulan Juni yang tercatat sebanyak 125.560 kasus. 

Kenaikan tersebut mencapai 179,39 persen. Sementara itu, pada tahun 2024 

peningkatan paling signifikan terjadi pada bulan Maret dengan kenaikan 

sebesar 99,71 persen. Di sisi lain, penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas 

paling signifikan sepanjang tahun 2025 terjadi pada bulan Agustus dengan 

jumlah 184.242 kasus, yang menurun sebesar 47,48 persen dibandingkan 

dengan bulan Juli. Adapun pada tahun 2024, penurunan jumlah pelanggaran 

lalu lintas paling signifikan terjadi pada bulan April dengan penurunan sebesar 

40,13 persen dibandingkan dengan bulan Maret. 

Berdasarkan Grafik 85, Korlantas Polri bersama seluruh Polda 

melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas di seluruh wilayah 

Indonesia. Selama dua tahun berturut-turut, Polda Metro Jaya menjadi satuan 

kerja dengan jumlah penindakan pelanggaran lalu lintas terbanyak. Pada 

tahun 2025, Polda Metro Jaya menindak sebanyak 564.080 kasus 

pelanggaran lalu lintas, yang mengalami peningkatan sebesar 54,73 persen 

dibandingkan dengan tahun 2024. 

Selanjutnya, posisi kedua dan ketiga ditempati oleh Polda Jawa Timur 

dan Polda Jawa Tengah dengan jumlah penindakan pelanggaran lalu lintas 

masing-masing sebanyak 320.967 kasus dan 174.872 kasus. Kedua wilayah 

tersebut mengalami penurunan jumlah penindakan dibandingkan dengan 

tahun 2024, yaitu sebesar 5,24 persen pada Polda Jawa Timur dan 35,54 

persen pada Polda Jawa Tengah. 

Sementara itu, Polda Papua Barat menjadi satuan kerja dengan jumlah 

penindakan pelanggaran lalu lintas paling sedikit selama dua tahun berturut-

turut. Pada tahun 2025, jumlah pelanggaran lalu lintas yang ditindak di wilayah 

tersebut tercatat sebanyak 3.182 kasus, yang mengalami peningkatan 

sebesar 3,51 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, 

jumlah pelanggaran lalu lintas yang ditindak oleh Polda Papua Barat tercatat 

sebanyak 3.074 kasus.  
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Grafik 85 Data Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Polda 2024 – 2025 
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Data pelanggaran lalu lintas menunjukkan bahwa tingkat risiko 

terjadinya pelanggaran lalu lintas atau traffic violation rate selama tahun 2025 

sebesar 670 orang. Artinya, dari setiap 100.000 penduduk terdapat sekitar 

670 orang yang berpotensi melakukan pelanggaran lalu lintas. Angka tersebut 

mengalami penurunan dibandingkan dengan traffic violation rate pada tahun 

2024 yang mencapai 775 orang. 

Sementara itu, selang waktu kejadian pelanggaran lalu lintas atau 

traffic violation clock pada tahun 2025 tercatat selama 16 detik. Hal ini 

menunjukkan bahwa rata-rata terjadi satu pelanggaran lalu lintas setiap 16 

detik. Interval waktu tersebut lebih lama dibandingkan dengan tahun 2024 

yang mencatat selang waktu pelanggaran lalu lintas setiap 14 detik. 

 

b. Nilai Denda dan Pasal yang Dilanggar 

Pembayaran denda dari penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas 

merupakan salah satu bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 

Denda tersebut disetorkan ke kas negara melalui bagian anggaran Kejaksaan 

Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mulai 

diterapkan sejak 1 Januari 2025. 

Pada tahun 2025, total denda yang diperoleh dari penindakan terhadap 

pelanggaran lalu lintas mencapai Rp395.549.100.000 (tiga ratus sembilan 

puluh lima miliar lima ratus empat puluh sembilan juta seratus ribu rupiah). 

Berdasarkan Grafik 86, jumlah tersebut mengalami penurunan yang cukup 

signifikan dibandingkan dengan tahun 2024, dengan penurunan sebesar 

43,20 persen. 

 
Grafik 86 Data Nilai Denda Pelanggaran 2024 – 2025 
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Berdasarkan Grafik 87, penerimaan denda dari pelanggaran lalu lintas 

tertinggi sepanjang tahun 2025 terjadi pada bulan Juli dengan nilai mencapai 

Rp104.832.850.000 (seratus empat miliar delapan ratus tiga puluh dua juta 

delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Jumlah tersebut mengalami 

peningkatan sebesar 17,16 persen dibandingkan dengan bulan Juli tahun 

2024. Sementara itu, pada tahun 2024 penerimaan denda pelanggaran lalu 

lintas tertinggi tercatat pada bulan Oktober. 

Di sisi lain, penerimaan denda pelanggaran lalu lintas terendah 

sepanjang tahun 2025 terjadi pada bulan Oktober dengan nilai sebesar 

Rp2.953.650.000 (dua miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus 

lima puluh ribu rupiah). Jumlah tersebut mengalami penurunan yang sangat 

signifikan sebesar 96,97 persen dibandingkan dengan Oktober tahun 2024. 

Adapun pada tahun 2024, bulan dengan penerimaan denda pelanggaran lalu 

lintas paling rendah adalah bulan Februari.  

 
Grafik 87 Data Nilai Denda Berdasarkan Bulan 2024 – 2025 
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Grafik 88 Data Nilai Denda Berdasarkan Polda 2024 – 2025 
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Berdasarkan Grafik 88 di atas, pada tahun 2025 Polda Jawa Timur 

menjadi satuan kerja yang paling banyak mengumpulkan denda pelanggaran 

lalu lintas, dengan nilai mencapai Rp109.526.200.000 (seratus sembilan 

miliar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah). Jumlah tersebut 

mengalami penurunan sebesar 23,99 persen dibandingkan dengan tahun 

2024. 

Pada posisi kedua dan ketiga, Polda Jawa Tengah dan Polda Jawa 

Barat menerima denda pelanggaran lalu lintas masing-masing sebesar 

Rp36.607.100.000 (tiga puluh enam miliar enam ratus tujuh juta seratus ribu 

rupiah) dan Rp28.020.900.000 (dua puluh delapan miliar dua puluh juta 

sembilan ratus ribu rupiah). Jumlah tersebut mengalami penurunan 

dibandingkan dengan tahun 2024, yaitu masing-masing sebesar 14,91 persen 

pada Polda Jawa Tengah dan 64,11 persen pada Polda Jawa Barat. 

Sementara itu, satuan kerja dengan jumlah penerimaan denda 

pelanggaran lalu lintas paling rendah pada tahun 2025 adalah Polda Sulawesi 

Barat dengan nilai sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah), yang 

mengalami penurunan sangat signifikan sebesar 99,99 persen dibandingkan 

dengan tahun 2024. Posisi kedua terendah ditempati oleh Polda Papua Barat 

dengan penerimaan denda pelanggaran lalu lintas sebesar Rp653.900.000 

(enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) pada tahun 2025, 

yang mengalami penurunan sebesar 14,94 persen dibandingkan dengan 

tahun 2024. 

 
Grafik 89 Data Pasal Pelanggaran Lalu Lintas 2023 - 2024 
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Selain itu, Korlantas Polri mencatat bahwa satu kasus pelanggaran lalu 

lintas dapat melibatkan lebih dari satu pasal yang dilanggar. Dengan 

demikian, seorang pelanggar dapat dikenai beberapa ketentuan pasal 

sekaligus. Sepanjang tahun 2025, jumlah pasal yang dilanggar oleh 

pelanggar lalu lintas tercatat sebanyak 2.198.287 pasal. Berdasarkan Grafik 
89 di atas, jumlah tersebut mengalami penurunan yang sangat signifikan 

sebesar 93,62 persen dibandingkan dengan tahun 2024. 

Berdasarkan klasifikasi pasal, Korlantas Polri mencatat dan menindak 

tiga jenis pelanggaran lalu lintas, yaitu pelanggaran ringan, sedang, dan berat. 

Setiap kategori pelanggaran dikenakan sanksi denda dengan besaran yang 

berbeda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Berdasarkan Grafik 90, pelanggaran yang paling banyak dilakukan 

oleh pengemudi selama tahun 2025 adalah pelanggaran kategori sedang. 

Sepanjang tahun tersebut, tercatat sebanyak 1.168.178 pasal pelanggaran 

kategori sedang yang dilakukan oleh pengemudi. 

 
Grafik 90 Data Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Pasal 2024 – 2025 

Pelanggaran kategori sedang mendominasi jumlah pelanggaran lalu 

lintas pada tahun 2025, meskipun jumlahnya mengalami penurunan yang 

signifikan sebesar 66,86 persen dibandingkan dengan tahun 2024. 

Pelanggaran kategori sedang umumnya berkaitan dengan perilaku 

pengemudi yang berpotensi membahayakan keselamatan lalu lintas, seperti 

tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM), tidak berkonsentrasi saat 

berkendara, serta menerobos pintu perlintasan kereta api. Berdasarkan 
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ketentuan peraturan perundang-undangan, pelanggaran jenis ini dapat 

dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama empat bulan atau 

denda paling banyak Rp1.000.000. 

Sementara itu, jumlah pelanggaran berat yang dilakukan oleh 

pengemudi pada tahun 2025 tercatat sebanyak 829.745 pasal. Jumlah 

tersebut mengalami penurunan sebesar 93,61 persen dibandingkan dengan 

tahun 2024. Pelanggaran yang termasuk dalam kategori berat antara lain 

perbuatan yang merusak dan mengganggu fungsi jalan, melakukan balapan 

liar di jalan raya, serta tidak memenuhi kewajiban terkait tanggung jawab 

asuransi terhadap awak kendaraan dan penumpang. Pelaku pelanggaran 

berat dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama satu tahun 

atau denda paling banyak Rp24.000.000. 

Adapun jumlah pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pengemudi 

selama tahun 2025 tercatat sebanyak 200.364 pasal. Jumlah tersebut 

mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar 98,88 persen 

dibandingkan dengan tahun 2024. Contoh pelanggaran ringan antara lain 

menggunakan aksesori kendaraan yang membahayakan, tidak memasang 

pelat nomor kendaraan, serta tidak mengutamakan pejalan kaki sebagai 

pemilik hak prioritas di fasilitas penyeberangan. Pelanggaran ini dikenakan 

sanksi pidana berupa kurungan paling lama dua bulan atau denda paling 

banyak Rp500.000. 

 

c. Jenis Kendaraan dan Lokasi Pelanggaran 

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, kendaraan didefinisikan sebagai sarana angkutan di jalan 

yang digunakan untuk memindahkan orang dan/atau barang. Kendaraan 

dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kendaraan bermotor dan kendaraan tidak 

bermotor. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh 

peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. 

Sementara itu, kendaraan tidak bermotor merupakan kendaraan yang 

digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan. Selain itu, terdapat pula 

kendaraan bermotor umum, yaitu kendaraan yang digunakan untuk 

mengangkut orang atau barang dengan memungut bayaran atau tarif tertentu. 
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Korlantas Polri mencatat sebanyak 16 jenis kendaraan yang diketahui 

melakukan pelanggaran lalu lintas sepanjang tahun 2025. Jumlah total 

kendaraan yang melakukan pelanggaran tersebut sama dengan jumlah kasus 

pelanggaran lalu lintas, yaitu sebanyak 1.920.210 unit. 

Berdasarkan Grafik 91, sepeda motor merupakan jenis kendaraan 

yang paling banyak terlibat dalam pelanggaran lalu lintas dengan jumlah 

mencapai 1.264.248 unit. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 

19,78 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Selanjutnya, posisi kedua 

dan ketiga ditempati oleh kendaraan jenis mini bus dan mobil barang dengan 

jumlah masing-masing sebanyak 346.268 unit dan 83.133 unit. 

 
Grafik 91 Data Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Jenis Kendaraan 2024 – 2025 
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Kendaraan jenis mini bus mengalami peningkatan jumlah pelanggaran 

lalu lintas sebesar 51,53 persen dibandingkan dengan tahun 2024, 

sedangkan mobil barang mengalami penurunan sebesar 17,70 persen dari 

tahun sebelumnya. Sementara itu, jenis kendaraan yang paling sedikit terlibat 

dalam pelanggaran lalu lintas adalah metro mini, dengan jumlah sebanyak 

280 unit pada tahun 2025. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 

59,24 persen dibandingkan dengan tahun 2024. 

Selain itu, aplikasi e-Tilang Korlantas Polri mencatat empat jenis 

kawasan yang berkaitan dengan perilaku pelanggaran lalu lintas pada tahun 

2025. Berdasarkan Grafik 92, lokasi dengan jumlah pelanggaran lalu lintas 

paling banyak selama dua tahun berturut-turut adalah area yang tidak 

termasuk dalam Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) atau non-KTL. Sepanjang 

tahun 2025, pelanggaran lalu lintas di kawasan non-KTL tercatat sebanyak 

1.885.542 kasus yang terjadi di seluruh provinsi di Indonesia. Jumlah tersebut 

mengalami penurunan sebesar 11,54 persen dibandingkan dengan tahun 

2024. 

 
Grafik 92 Data Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Jenis Kawasan 2024 – 2025  

Selanjutnya, lokasi dengan jumlah pelanggaran lalu lintas terbanyak 

kedua adalah jalur busway. Perlu diketahui bahwa tidak semua provinsi 

memiliki jalur busway atau sistem transportasi berbasis bus rapid transit 

(BRT). Oleh karena itu, Korlantas Polri melakukan pengawasan serta 

penindakan terhadap pengemudi yang melakukan pelanggaran di jalur 

tersebut. Sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 17.864 kasus 



118 |J U R N A L  P U S A T  I N F O R M A S I  K R I M I N A L  N A S I O N A L  T A H U N  2025 

pelanggaran lalu lintas terjadi di jalur busway yang tersebar di 19 provinsi. 

Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 54,34 persen dibandingkan 

dengan tahun 2024. 

Lokasi ketiga yang sering menjadi tempat terjadinya pelanggaran lalu 

lintas adalah kawasan ganjil genap. Selain di wilayah DKI Jakarta, kebijakan 

pembatasan kendaraan berdasarkan nomor pelat ganjil dan genap juga 

diterapkan di beberapa wilayah lain. Pada tahun 2025, jumlah pelanggaran 

lalu lintas yang terjadi di kawasan ganjil genap tercatat sebanyak 15.352 

kasus, yang mengalami penurunan sebesar 17,05 persen dibandingkan 

dengan tahun 2024. 

Selain itu, pelanggaran lalu lintas di jalan tol juga menjadi perhatian 

Korlantas Polri. Sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 1.452 kasus 

pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalur tol. Jumlah tersebut mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 66,90 persen dibandingkan 

dengan tahun 2024.  

 

d. Data Pelanggar 

Pelanggar adalah orang yang melakukan pelanggaran terhadap suatu 

ketentuan atau aturan yang berlaku. Dalam konteks lalu lintas, pelanggar lalu 

lintas dapat diartikan sebagai orang yang tidak mematuhi ketentuan peraturan 

lalu lintas di jalan raya. Berdasarkan data Korlantas Polri, pada tahun 2024 

tercatat sebanyak 2.190.086 pengemudi melakukan pelanggaran lalu lintas di 

jalan raya. Jumlah pelanggar tersebut sama dengan jumlah kasus serta 

jumlah kendaraan yang terlibat dalam pelanggaran lalu lintas. 

Berdasarkan Grafik 93, Korlantas Polri mengategorikan pelanggar lalu 

lintas ke dalam sembilan jenis pekerjaan yang diketahui. Selain itu, terdapat 

pula kategori pekerjaan lain di luar sembilan jenis tersebut serta kategori 

pekerjaan yang tidak diketahui. Pada tahun 2025, jumlah pelanggar lalu lintas 

yang berasal dari kelompok pekerja swasta tercatat sebanyak 206.487 orang, 

yang mengalami peningkatan sebesar 8,54 persen dibandingkan dengan 

tahun 2024. 
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Grafik 93 Data Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Jenis Pekerjaan 2024 – 2025 

Berdasarkan Grafik 94, pelanggar lalu lintas diklasifikasikan 

berdasarkan usia ke dalam lima kategori yang diketahui serta satu kategori 

usia yang tidak diketahui. Data tersebut menunjukkan bahwa pelanggar lalu 

lintas paling banyak berasal dari kelompok usia 26 sampai 45 tahun dengan 

jumlah mencapai 449.041 orang. 

Kelompok usia 26 sampai 45 tahun juga tercatat sebagai kelompok 

yang paling banyak melakukan pelanggaran lalu lintas selama dua tahun 

berturut-turut. Namun demikian, pada tahun 2025 jumlah pelanggar pada 

kelompok usia tersebut mengalami penurunan sebesar 21,48 persen 

dibandingkan dengan tahun 2024. 
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Grafik 94 Data Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Jenis Usia 2024 – 2025 

Berdasarkan Grafik 95, Korlantas Polri mengklasifikasikan pelanggar 

lalu lintas berdasarkan latar belakang pendidikan ke dalam lima kategori, yaitu 

empat kategori pendidikan yang diketahui serta satu kategori pelanggar yang 

tidak memiliki latar belakang pendidikan, dan satu kategori pendidikan yang 

tidak diketahui. Dari kategori pendidikan yang diketahui, pelanggar lalu lintas 

paling banyak berasal dari kelompok dengan latar belakang pendidikan 

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau Sekolah Menengah Pertama 

(SMP), yaitu sebanyak 225.259 orang. 

 
Grafik 95 Data Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Jenis Pendidikan 2024 – 2025 
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Kelompok dengan latar belakang pendidikan SLTP/SMP tersebut 

tercatat mendominasi jumlah pelanggar lalu lintas selama dua tahun berturut-

turut. Namun demikian, pada tahun 2025 jumlah pelanggar dengan latar 

belakang pendidikan tersebut mengalami penurunan sebesar 35,63 persen 

dibandingkan dengan tahun 2024. 

Dalam proses penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas, petugas 

kepolisian meminta pengemudi untuk menunjukkan kartu identitas sebagai 

bagian dari prosedur pendataan. Terdapat enam jenis kartu identitas yang 

dapat ditunjukkan kepada petugas, yaitu BPJS, Kartu Keluarga, Kartu Pelajar, 

Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor, dan Surat Izin Mengemudi (SIM). 

Berdasarkan Grafik 96, jenis identitas yang paling banyak ditunjukkan 

oleh pelanggar lalu lintas kepada petugas adalah Kartu Tanda Penduduk 

(KTP), dengan jumlah mencapai 705.396 orang sepanjang tahun 2025. 

Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 16,53 persen dibandingkan 

dengan tahun 2024. Selain itu, terdapat sebanyak 632.042 pengemudi yang 

melakukan pelanggaran lalu lintas tanpa menunjukkan kartu identitas. Jumlah 

tersebut juga mengalami penurunan sebesar 31,50 persen dibandingkan 

dengan tahun 2024.  

 

Grafik 96 Data Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Jenis Identitas 2024 – 2025 
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C. Gangguan Terhadap Ketenteraman/Ketertiban Masyarakat 

1. Definisi 

Gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban masyarakat merupakan 

setiap peristiwa, perbuatan, atau keadaan yang dapat mengganggu rasa aman, 

ketertiban, dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga 

menimbulkan keresahan, rasa tidak aman, atau terganggunya aktivitas sosial. 

Gangguan tersebut dapat berupa tindakan yang melanggar norma hukum, 

norma sosial, maupun ketertiban umum, termasuk perbuatan yang berpotensi 

menimbulkan konflik, kerusakan, atau ketidaknyamanan di ruang publik. Objek 

gangguan dapat meliputi orang, barang, hewan, lingkungan hidup, serta sarana 

dan prasarana umum yang apabila terganggu dapat berdampak pada stabilitas 

kehidupan masyarakat. 

Penanganan gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban 

masyarakat berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan 

dan Ketertiban Masyarakat. Peraturan tersebut menjadi dasar bagi Kepolisian 

Negara Republik Indonesia dalam menerima laporan, melakukan pencatatan, 

analisis, serta menindaklanjuti setiap gangguan secara terukur dan 

terkoordinasi. Upaya ini merupakan bagian dari pemeliharaan keamanan dan 

ketertiban masyarakat (kamtibmas) sebagai kondisi dinamis yang menjamin 

kepastian hukum, perlindungan masyarakat, serta terpeliharanya ketenteraman 

sosial. Melalui pengelolaan gangguan yang sistematis, potensi eskalasi 

permasalahan di masyarakat dapat dicegah sejak dini sehingga stabilitas 

keamanan dan ketertiban umum tetap terjaga. 

 

2. Data Kasus Gangguan Terhadap Ketenteraman/Ketertiban Masyarakat 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan institusi negara 

yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban 

masyarakat. Peran tersebut dilaksanakan melalui fungsi pemeliharaan 

keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), penegakan hukum, serta 

pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat 

sebagai satu kesatuan tugas yang saling berkaitan. 
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Informasi mengenai peristiwa gangguan terhadap ketenteraman dan 

ketertiban umum didokumentasikan oleh Polri melalui sistem aplikasi DORS 

SOPS Polri, yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pemantauan 

kejadian secara terpusat. Sistem ini mendukung pengendalian operasional serta 

menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan di bidang pemeliharaan keamanan 

dan ketertiban masyarakat. 

Sepanjang tahun 2025, jumlah gangguan terhadap ketenteraman dan 

ketertiban umum yang tercatat mencapai 17.748 kasus. Berdasarkan Grafik 97, 

jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 13,22 persen dibandingkan 

dengan tahun 2024. 

 
Grafik 97 Jumlah Gangguan Terhadap Ketenteraman/Ketertiban Umum 2024 – 2025 

Secara bulanan, pada tahun 2025 jumlah kejadian gangguan terhadap 

ketenteraman dan ketertiban umum tertinggi terjadi pada bulan Desember 

dengan 1.725 kasus atau sebesar 9,72 persen dari total kejadian tahunan. 

Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 24,37 persen dibandingkan 

dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sementara itu, pada 

tahun 2024 puncak kejadian tercatat terjadi pada bulan Oktober. 

Adapun jumlah kejadian terendah pada tahun 2025 terjadi pada bulan 

Februari dengan 1.221 kasus, yang juga mengalami peningkatan sebesar 4,63 

persen dibandingkan dengan tahun 2024. Sebaliknya, pada tahun 2024 jumlah 

kejadian terendah tercatat pada bulan Juni. 

Berdasarkan tren bulanan, kenaikan jumlah kejadian paling signifikan 

sepanjang tahun 2025 terjadi pada bulan Oktober, yaitu meningkat sebesar 

19,89 persen dibandingkan dengan bulan September. Sementara itu, 



128 |J U R N A L  P U S A T  I N F O R M A S I  K R I M I N A L  N A S I O N A L  T A H U N  2025 

penurunan terbesar terjadi pada bulan Februari dengan penurunan sebesar 

22,43 persen dibandingkan dengan bulan Januari. Pola yang relatif serupa juga 

terlihat pada tahun sebelumnya, di mana kenaikan tertinggi terjadi pada bulan 

Juli 2024 sebesar 31,88 persen dibandingkan dengan bulan Juni, sedangkan 

penurunan terbesar terjadi pada bulan Juni 2024 sebesar 19,50 persen 

dibandingkan dengan bulan Mei (Grafik 98). 

 
Grafik 98 Jumlah Gangguan Terhadap Ketenteraman/Ketertiban Umum Berdasarkan Bulan 

2024 – 2025 

Berdasarkan wilayah hukum, distribusi penanganan perkara gangguan 

terhadap ketenteraman dan ketertiban umum menunjukkan variasi antar satuan 

kerja tingkat provinsi (Grafik 99). Polda Jawa Tengah mencatat jumlah 

penanganan tertinggi dengan 4.456 kasus atau sebesar 25,11 persen dari total 

nasional, meskipun mengalami penurunan sebesar 4,77 persen dibandingkan 

dengan tahun 2024. 
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Grafik 99 Jumlah Gangguan Terhadap Ketenteraman/Ketertiban Umum Berdasarkan Polda 
2024 – 2025 
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Posisi berikutnya ditempati oleh Polda Jawa Timur dan Polda Metro Jaya 

dengan jumlah masing-masing 1.874 kasus dan 1.853 kasus. Kedua wilayah 

tersebut menunjukkan peningkatan jumlah penanganan dibandingkan dengan 

tahun 2024, masing-masing sebesar 4,81 persen pada Polda Jawa Timur dan 

14,03 persen pada Polda Metro Jaya. 

Sementara itu, jumlah penanganan terendah tercatat pada Polda Papua 

Barat Daya dan Polda Sulawesi Barat. Polda Papua Barat Daya menangani 

sebanyak 13 kasus, namun belum memiliki data pembanding karena satuan 

kerja tersebut baru terbentuk. Adapun Polda Sulawesi Barat mencatat sebanyak 

6 kasus dengan penurunan sebesar 14,29 persen dibandingkan dengan tahun 

2024. 

Polri mengelompokkan waktu kejadian gangguan terhadap ketenteraman 

dan ketertiban umum ke dalam tujuh rentang waktu yang diketahui berdasarkan 

laporan, serta satu kategori waktu kejadian yang tidak diketahui (Grafik 100). 
Berdasarkan klasifikasi tersebut, gangguan terhadap ketenteraman dan 

ketertiban umum paling sering terjadi pada rentang waktu pukul 08.00–11.59, 

dengan jumlah mencapai 4.218 kasus atau 26,91 persen dari total kejadian. 

Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 25,99 persen dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya. 

 

Grafik 100 Waktu Kejadian Gangguan Terhadap Ketenteraman/Ketertiban Umum 2024 – 2025 
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Polri mengklasifikasikan lokasi kejadian gangguan terhadap 

ketenteraman dan ketertiban umum ke dalam 78 kategori lokasi yang diketahui 

serta satu kategori lokasi yang tidak diketahui sepanjang tahun 2025. 

Klasifikasi ini digunakan sebagai dasar analisis spasial untuk mengidentifikasi 

tingkat kerawanan suatu wilayah (Grafik 101). 
Berdasarkan sepuluh kategori lokasi dengan frekuensi kejadian 

tertinggi, gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum paling 

banyak terjadi di lingkungan perumahan atau pemukiman. Sepanjang tahun 

2025, jumlah kejadian di lokasi tersebut mencapai 9.501 kasus atau 53,53 

persen dari total kejadian secara nasional, yang mengalami peningkatan 

sebesar 15,36 persen dibandingkan dengan tahun 2024. 

Temuan ini menunjukkan bahwa kawasan hunian masyarakat masih 

menjadi area dengan tingkat kerentanan yang relatif tinggi terhadap berbagai 

bentuk gangguan sosial. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus dalam 

strategi pencegahan, penguatan sistem keamanan lingkungan, serta 

peningkatan kehadiran kepolisian berbasis wilayah guna menjaga stabilitas 

keamanan dan ketertiban masyarakat. 

 
Grafik 101 Lokasi Kejadian Gangguan Terhadap Ketenteraman/Ketertiban Umum 2024 – 2025 

Grafik 102 menunjukkan jenis gangguan terhadap ketenteraman dan 

ketertiban umum yang ditangani oleh Polri sepanjang tahun 2025. Polri 

mengklasifikasikan jenis gangguan tersebut ke dalam 26 kategori. Berdasarkan 
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klasifikasi tersebut, kategori gangguan yang paling banyak tercatat adalah 

penemuan mayat dengan jumlah 5.762 kasus atau sebesar 32,47 persen dari 

total kejadian sepanjang tahun 2025. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 

10,49 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Selanjutnya, kategori gangguan dengan jumlah kejadian tertinggi 

berikutnya adalah kebakaran sebanyak 3.931 kasus yang mengalami kenaikan 

sebesar 2,48 persen, serta kasus orang hilang sebanyak 2.375 kasus yang 

meningkat cukup signifikan sebesar 40,04 persen dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya (Grafik 102). 
Secara temporal dan wilayah penanganan, kasus penemuan mayat 

paling banyak terjadi pada bulan Desember dan paling dominan ditangani oleh 

Polda Jawa Tengah. Sementara itu, kejadian kebakaran paling sering terjadi 

pada bulan Oktober dan juga didominasi penanganannya oleh Polda Jawa 

Tengah. Adapun kasus orang hilang tertinggi tercatat pada bulan Mei dan paling 

banyak ditangani oleh Polda Sumatera Utara. 

 
Grafik 102 Sepuluh Jenis Gangguan Terhadap Ketenteraman/Ketertiban Umum Tertinggi 

2024 – 2025 
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D. Bencana 

1. Definisi 

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 

mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat 

sehingga menimbulkan kerugian, penderitaan, korban jiwa, kerusakan 

lingkungan, dan dampak psikologis. Bencana dapat disebabkan oleh faktor 

alam, nonalam, maupun ulah manusia. Dalam konteks hukum di Indonesia, 

penanggulangan bencana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 

tentang Penanggulangan Bencana, yang menekankan pendekatan terpadu 

meliputi upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta 

rehabilitasi dan rekonstruksi. 

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, berbagai unsur 

pemerintah terlibat sesuai dengan kewenangan masing-masing, termasuk 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Polri memiliki peran penting dalam 

melindungi keselamatan jiwa dan harta benda masyarakat, menjaga keamanan 

wilayah yang terdampak bencana, serta memberikan bantuan kemanusiaan. 

Peran tersebut diwujudkan melalui kegiatan evakuasi, pencarian dan 

penyelamatan korban, pengamanan lokasi bencana, serta dukungan terhadap 

distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak. Seluruh pelaksanaan tugas 

tersebut dilakukan secara profesional dengan tetap menjunjung tinggi prinsip 

kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.  
 

2. Data Kejadian Bencana 

Data mengenai kejadian bencana juga dicatat oleh Polri melalui aplikasi 

DORS SOPS Polri sebagai bagian dari sistem pemantauan situasi keamanan 

dan keselamatan masyarakat. Sepanjang tahun 2025, jumlah kejadian bencana 

yang tercatat oleh Polri mencapai 3.683 kejadian. Berdasarkan Grafik 103, 

jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 19,15 persen dibandingkan 

dengan tahun 2024, dengan selisih peningkatan sebanyak 592 kejadian. 
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Grafik 103 Jumlah Bencana 2024 – 2025 

Berdasarkan Grafik 104, jumlah kejadian bencana yang ditangani oleh 

Polri sepanjang tahun 2025 menunjukkan variasi secara bulanan. Pada tahun 

2025, penanganan bencana paling banyak terjadi pada bulan November dengan 

jumlah 586 kejadian, yang mengalami peningkatan signifikan sebesar 107,07 

persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024. Sementara 

itu, pada tahun 2024 jumlah penanganan bencana tertinggi tercatat pada bulan 

Januari. 

Di sisi lain, jumlah kejadian bencana paling sedikit pada tahun 2025 terjadi 

pada bulan Agustus dengan 179 kejadian, yang mengalami penurunan sebesar 

13,53 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, jumlah 

kejadian bencana paling sedikit tercatat pada bulan Juni. 

Berdasarkan tren bulanan, kenaikan persentase paling signifikan pada 

penanganan bencana sepanjang tahun 2025 terjadi pada November 

dibandingkan dengan Oktober, yaitu sebesar 70,85 persen. Sementara itu, pada 

tahun 2024 kenaikan tertinggi tercatat pada Maret dibandingkan dengan 

Februari. Adapun penurunan persentase paling signifikan pada tahun 2025 

terjadi pada April dibandingkan dengan Maret, yaitu sebesar 42,30 persen, 

sedangkan pada tahun 2024 penurunan terbesar terjadi pada Februari 

dibandingkan dengan Januari. 
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Grafik 104 Jumlah Bencana Berdasarkan Bulan 2024 – 2025 

Berdasarkan Grafik 105, Polda Jawa Tengah tercatat sebagai satuan 

kerja tingkat provinsi dengan jumlah penanggulangan bencana terbanyak 

selama dua tahun berturut-turut. Pada tahun 2025, jumlah kejadian bencana 

yang ditangani mencapai 595 kejadian, meningkat sebesar 8,97 persen 

dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencatat 546 kejadian. 

Posisi kedua dan ketiga selama dua tahun berturut-turut ditempati oleh 

Polda Jawa Barat dan Polda Jawa Timur. Sepanjang tahun 2025, Polda Jawa 

Barat menangani 454 kejadian bencana, sedangkan Polda Jawa Timur 

menangani 401 kejadian. Kedua wilayah tersebut mengalami peningkatan 

jumlah penanganan dibandingkan dengan tahun 2024, masing-masing sebesar 

1,34 persen pada Polda Jawa Barat dan 34,56 persen pada Polda Jawa Timur. 
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Grafik 105 Jumlah Bencana Berdasarkan Polda 2024 – 2025 
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Sementara itu, dua polda dengan jumlah penanggulangan bencana 

paling sedikit sepanjang tahun 2025 adalah Polda Papua Barat Daya dan Polda 

Maluku Utara, dengan masing-masing 2 kejadian dan 5 kejadian. Polda Papua 

Barat Daya tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya karena satuan kerja tersebut baru diresmikan, 

sedangkan Polda Maluku Utara mengalami penurunan sebesar 16,67 persen 

dibandingkan dengan tahun 2024. 

Polri mengklasifikasikan waktu kejadian bencana ke dalam tujuh rentang 

waktu berdasarkan laporan kejadian. Berdasarkan Grafik 106, bencana paling 

sering terjadi pada rentang waktu pukul 15.00 sampai 17.59 selama dua tahun 

berturut-turut. Pada tahun 2025, jumlah bencana yang terjadi dalam rentang 

waktu tersebut mencapai 846 kejadian. Jumlah ini mengalami peningkatan 

sebesar 20 persen dibandingkan dengan tahun 2024, dengan selisih 

peningkatan sebanyak 141 kejadian. 

 

Grafik 106 Waktu Kejadian Bencana 2024 – 2025 
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Polri mengklasifikasikan lokasi kejadian bencana ke dalam 69 kategori 

lokasi sepanjang tahun 2025. Berdasarkan Grafik 107, dari sepuluh kategori 

lokasi dengan jumlah kejadian tertinggi, perumahan atau pemukiman merupakan 

lokasi yang paling banyak mengalami bencana sepanjang tahun 2025, dengan 

jumlah 2.308 kejadian. Jumlah tersebut mencapai 62,67 persen dari total 

penanggulangan bencana pada tahun 2025 dan mengalami peningkatan 

sebesar 17,52 persen dibandingkan dengan tahun 2024. 

Selanjutnya, posisi kedua dan ketiga ditempati oleh lokasi kejadian di 

jalan umum dan pertokoan, dengan jumlah masing-masing 525 kejadian dan 90 

kejadian. Kedua lokasi tersebut juga mengalami peningkatan jumlah kejadian 

dibandingkan dengan tahun 2024, yaitu masing-masing sebesar 53,96 persen 

pada lokasi jalan umum dan 3,45 persen pada lokasi pertokoan. 

 

Grafik 107 Sepuluh Lokasi Kejadian Bencana Tertinggi 2024 – 2025 

Polri mengklasifikasikan jenis bencana ke dalam 18 kategori sepanjang 

tahun 2025. Berdasarkan Grafik 108, kebakaran yang meluas merupakan jenis 

bencana dengan jumlah kejadian paling banyak sepanjang tahun 2025, yaitu 

sebanyak 1.140 kejadian. Jumlah tersebut mencapai 30,95 persen dari total 

bencana yang terjadi pada tahun 2025 dan mengalami penurunan sebesar 2,15 

persen dibandingkan dengan tahun 2024. 
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Sementara itu, posisi kedua ditempati oleh tanah longsor dengan jumlah 

895 kejadian, yang mengalami peningkatan sebesar 40,72 persen dibandingkan 

dengan tahun 2024. Adapun posisi ketiga ditempati oleh angin puting beliung 

dengan jumlah 860 kejadian, yang juga mengalami peningkatan sebesar 45,27 

persen dibandingkan dengan tahun 2024.  

 
Grafik 108 Jenis Bencana 2024 – 2025 
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E. Pelanggaran 

1. Definisi 

Dalam konsepsi hukum pidana klasik, pelanggaran dipahami sebagai 

perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dengan tingkat keseriusan yang 

lebih rendah dibandingkan dengan kejahatan. Dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) lama, materi mengenai pelanggaran diatur dalam Buku 

III, yang memuat berbagai bentuk perbuatan melanggar, antara lain pelanggaran 

terhadap ketertiban umum, penguasa umum, asal-usul dan perkawinan, orang 

yang memerlukan pertolongan, kesusilaan, tanah dan pekarangan, jabatan, 

serta pelayaran. Pelanggaran pada dasarnya dipandang sebagai perbuatan 

melawan hukum yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan, 

namun dengan dampak yang relatif lebih terbatas dibandingkan dengan 

kejahatan. 

Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terjadi perubahan konseptual dalam 

sistem hukum pidana nasional. Dalam KUHP Nasional, tidak lagi terdapat 

pembedaan secara yuridis antara kejahatan dan pelanggaran. Seluruh 

perbuatan yang melanggar hukum pidana dikategorikan sebagai tindak pidana 

dalam satu kerangka pemidanaan yang terpadu. Dengan demikian, pengaturan 

mengenai pelanggaran dalam Buku III KUHP lama tidak lagi dipertahankan 

sebagai klasifikasi tersendiri setelah KUHP baru berlaku efektif pada tahun 2026. 

Meskipun demikian, dalam konteks administratif kepolisian, istilah 

pelanggaran masih dapat digunakan sebagai terminologi operasional untuk 

kepentingan pengelompokan kejadian dalam sistem pelaporan atau pendataan. 

Penggunaan istilah tersebut bersifat administratif dan teknis, serta tidak 

dimaknai sebagai kategori hukum pidana yang berdiri sendiri dalam sistem 

hukum pidana nasional. 

 

2. Data Kasus Pelanggaran 

Data mengenai pelanggaran juga dicatat oleh Polri melalui aplikasi DORS 

SOPS Polri sebagai bagian dari sistem pemantauan dan pelaporan kejadian. 

Sepanjang tahun 2025, jumlah kasus pelanggaran yang tercatat mencapai 

24.694 kasus. Berdasarkan Grafik 109, jumlah tersebut mengalami peningkatan 
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dibandingkan dengan tahun 2024, dengan selisih 1.618 kasus atau mengalami 

kenaikan sebesar 7,01 persen dibandingkan dengan jumlah pelanggaran pada 

tahun sebelumnya. 

 

Grafik 109 Jumlah Pelanggaran 2024 – 2025 

Berdasarkan Grafik 110, jumlah pelanggaran pada tahun 2025 paling 

banyak terjadi pada bulan Maret dengan 6.496 kasus, atau sebesar 26,31 

persen dari total pelanggaran sepanjang tahun 2025. Jumlah tersebut 

mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 104,21 persen dibandingkan 

dengan periode yang sama pada tahun 2024. Pada tahun 2024, jumlah 

pelanggaran tertinggi tercatat terjadi pada bulan Oktober. 

Sementara itu, jumlah pelanggaran paling sedikit pada tahun 2025 terjadi 

pada bulan April dengan 724 kasus, yang mengalami penurunan sebesar 11,60 

persen dibandingkan dengan tahun 2024. Pada tahun 2023, jumlah pelanggaran 

paling sedikit juga tercatat pada bulan April. 

Berdasarkan tren bulanan, sepanjang tahun 2025 peningkatan jumlah 

pelanggaran paling signifikan terjadi pada bulan Maret dibandingkan dengan 

Februari, dengan kenaikan sebesar 250,38 persen. Sementara itu, pada tahun 

2024 kenaikan tertinggi terjadi pada bulan Oktober dibandingkan dengan 

September, yaitu sebesar 289,29 persen. 

Adapun penurunan jumlah pelanggaran paling signifikan sepanjang tahun 

2025 terjadi pada bulan April dibandingkan dengan Maret, dengan penurunan 

sebesar 88,85 persen. Pola serupa juga terjadi pada tahun 2024, di mana 

penurunan terbesar tercatat pada bulan April dibandingkan dengan Maret, yaitu 

sebesar 74,25 persen. 
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Grafik 110 Jumlah Pelanggaran Berdasarkan Bulan 2024 – 2025 

Berdasarkan Grafik 111, Polda Jawa Tengah merupakan satuan kerja 

tingkat provinsi yang paling banyak melakukan penindakan terhadap kasus 

pelanggaran sepanjang tahun 2025, dengan jumlah 13.306 kasus. Angka 

tersebut mencapai 53,88 persen dari total pelanggaran yang terjadi di 

Indonesia dan mengalami kenaikan sebesar 7,87 persen dibandingkan dengan 

tahun 2024. 

Posisi kedua dan ketiga ditempati oleh Polda Jawa Timur dan Polda 

Sumatera Utara, dengan jumlah penindakan terhadap pelanggaran masing-

masing 8.348 kasus dan 635 kasus. Kedua wilayah tersebut mengalami 

penurunan dibandingkan dengan tahun 2024, masing-masing sebesar 3,39 

persen pada Polda Jawa Timur dan 19,92 persen pada Polda Sumatera Utara. 
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Grafik 111 Jumlah Pelanggaran Berdasarkan Polda 2024 – 2025 
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Sementara itu, terdapat tiga polda yang mencatat jumlah penanganan 

pelanggaran paling sedikit sepanjang tahun 2025, yaitu Polda Aceh, Polda 

Papua Barat Daya, dan Polda Papua Tengah. Pada tahun 2024, Polda Aceh 

tercatat menangani 7 kasus pelanggaran, sedangkan Polda Papua Barat Daya 

dan Polda Papua Tengah belum memiliki data pembanding karena kedua 

satuan kerja tersebut baru diresmikan. 

Polri mengklasifikasikan waktu kejadian pelanggaran ke dalam tujuh 

kategori rentang waktu. Berdasarkan Grafik 112, pelanggaran selama dua 

tahun berturut-turut paling sering terjadi pada rentang waktu pukul 08.00 

sampai 11.59, yaitu pada saat aktivitas masyarakat sedang berlangsung. 

Sepanjang tahun 2025, tercatat 10.228 kasus pelanggaran terjadi dalam 

rentang waktu tersebut. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 18,24 persen 

dibandingkan dengan tahun 2024, di mana pada tahun tersebut tercatat 9.055 

kasus pelanggaran pada rentang waktu yang sama. 

 

Grafik 112 Waktu Kejadian Pelanggaran 2024 – 2025 
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Lokasi kejadian pelanggaran diklasifikasikan ke dalam 72 kategori 

lokasi. Berdasarkan Grafik 113, dari sepuluh kategori lokasi dengan jumlah 

kejadian terbanyak pada tahun 2025, kawasan perumahan atau pemukiman 

menjadi lokasi yang paling sering terjadi pelanggaran. Sepanjang tahun 2025, 

Polri menindak 7.365 kasus pelanggaran di lokasi tersebut, yang mengalami 

penurunan sebesar 16,66 persen dibandingkan dengan tahun 2024. 

Selanjutnya, jalan umum menempati posisi kedua sebagai lokasi yang 

paling sering terjadi pelanggaran dengan 5.002 kasus, yang mengalami 

kenaikan sebesar 23,87 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Adapun posisi ketiga ditempati oleh kawasan pertokoan, dengan jumlah 3.291 

kasus pelanggaran, yang juga mengalami kenaikan sebesar 27,07 persen 

dibandingkan dengan tahun 2024.  
 

 

Grafik 113 Sepuluh Lokasi Kejadian Pelanggaran Tertinggi 2024 – 2025 

Polri mengklasifikasikan 64 jenis pelanggaran sepanjang tahun 2025. 

Berdasarkan Grafik 114, jenis pelanggaran yang paling banyak ditindak selama 

dua tahun berturut-turut adalah penjualan minuman keras. Pada tahun 2025, 

tercatat sebanyak 9.553 kasus, atau 38,69 persen dari total pelanggaran yang 

terjadi sepanjang tahun tersebut. Meskipun demikian, jumlah tersebut 

mengalami penurunan sebesar 12,73 persen dibandingkan dengan tahun 2024. 

Selanjutnya, pelanggaran terhadap ketertiban umum menempati posisi 

kedua sebagai jenis pelanggaran yang paling banyak ditindak sepanjang tahun 
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2025. Polri mencatat sebanyak 3.083 kasus pelanggaran ketertiban umum yang 

mengganggu ketenteraman masyarakat. Jumlah tersebut mengalami kenaikan 

yang signifikan sebesar 112,53 persen dibandingkan dengan tahun 2024. 

Adapun posisi ketiga ditempati oleh perilaku mabuk di tempat umum, 

dengan jumlah 2.849 kasus pada tahun 2025. Angka ini mengalami penurunan 

sebesar 15,13 persen dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercatat sebanyak 

3.357 kasus. 

 
Grafik 114 Sepuluh Jenis Pelanggaran Tertinggi 2024 – 2025 



155 |J U R N A L  P U S A T  I N F O R M A S I  K R I M I N A L  N A S I O N A L  T A H U N  2025 

 

 

 



156 |J U R N A L  P U S A T  I N F O R M A S I  K R I M I N A L  N A S I O N A L  T A H U N  2025 

LAMPIRAN 
Tabel 1 Jumlah Perkara, Jumlah Penyelesaian Perkara dan Tingkat Penyelesaian Perkara Tahun 

2024-2025 Berdasarkan Kepolisian Daerah dan Bareskrim Polri 

 

 



157 |J U R N A L  P U S A T  I N F O R M A S I  K R I M I N A L  N A S I O N A L  T A H U N  2025 

Tabel 2 Jumlah Perkara Tindak Pidana 2024 – 2025 Berdasarkan Bulan 

 

 

Tabel 3 Jumlah Perkara Golongan Kejahatan Tindak Pidana 2024 – 2025 

 

 

Tabel 4 Jumlah Perkara Jenis Kejahatan Golongan Kejahatan Berimplikasi Kontijensi Tindak Pidana 
2024 – 2025 

 

 



158 |J U R N A L  P U S A T  I N F O R M A S I  K R I M I N A L  N A S I O N A L  T A H U N  2025 

Tabel 5 Jumlah Perkara Jenis Kejahatan Golongan Kejahatan Konvensional Tindak Pidana 2024 – 
2025 

 



159 |J U R N A L  P U S A T  I N F O R M A S I  K R I M I N A L  N A S I O N A L  T A H U N  2025 

Tabel 6 Lanjutan Jumlah Perkara Jenis Kejahatan Golongan Kejahatan Konvensional Tindak Pidana 
2024 – 2025 

 



160 |J U R N A L  P U S A T  I N F O R M A S I  K R I M I N A L  N A S I O N A L  T A H U N  2025 

Tabel 7 Lanjutan Jumlah Perkara Jenis Kejahatan Golongan Kejahatan Konvensional Tindak Pidana 
2024 – 2025 

 
Tabel 8 Jumlah Perkara Jenis Kejahatan Golongan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara Tindak 

Pidana 2024 – 2025 

 



161 |J U R N A L  P U S A T  I N F O R M A S I  K R I M I N A L  N A S I O N A L  T A H U N  2025 

 

Tabel 9 Jumlah Perkara Jenis Kejahatan Golongan Kejahatan Transnasional Tindak Pidana 2024 – 
2025 

 

 

Tabel 10 Jumlah Perkara Jenis Kejahatan Golongan Kejahatan Pelanggaran Hak Asasi Manusia 
(HAM) 2024 – 2025 

 

 



162 |J U R N A L  P U S A T  I N F O R M A S I  K R I M I N A L  N A S I O N A L  T A H U N  2025 

Tabel 10 Waktu Kejadian Tindak Pidana 2024 – 2025 

 

 

Tabel 11 Sasaran Kejahatan Tindak Pidana 2024 – 2025 

 

 



163 |J U R N A L  P U S A T  I N F O R M A S I  K R I M I N A L  N A S I O N A L  T A H U N  2025 

Tabel 12 Motif Kejahatan Tindak Pidana 2024 – 2025 

 
Tabel 13 Lokasi Kejadian Tindak Pidana 2024 – 2025 

 



164 |J U R N A L  P U S A T  I N F O R M A S I  K R I M I N A L  N A S I O N A L  T A H U N  2025 

Tabel 14 Jumlah Korban Tindak Pidana Berdasarkan Kepolisian Daerah dan Bareskrim Polri 2024 – 
2025 

 

 

Tabel 15 Jumlah Korban Tindak Pidana Berdasarkan Bulan 2024 – 2025 

 

 



165 |J U R N A L  P U S A T  I N F O R M A S I  K R I M I N A L  N A S I O N A L  T A H U N  2025 

Tabel 16 Jenis Kelamin Korban Tindak Pidana 2024 – 2025 

 

 

Tabel 17 Jenis Pendidikan Korban Tindak Pidana 2024 – 2025 

 

 

Tabel 18 Jenis Identitas Korban Tindak Pidana 2024 – 2025 

 

 



166 |J U R N A L  P U S A T  I N F O R M A S I  K R I M I N A L  N A S I O N A L  T A H U N  2025 

Tabel 19 Kewarganegaraan Korban Tindak Pidana 2024 – 2025 

 

 

Tabel 20 Rentang Usia Korban Tindak Pidana 2024 – 2025 

 



167 |J U R N A L  P U S A T  I N F O R M A S I  K R I M I N A L  N A S I O N A L  T A H U N  2025 

Tabel 21 Jenis Pekerjaan Korban Tindak Pidana 2024 – 2025 

 



168 |J U R N A L  P U S A T  I N F O R M A S I  K R I M I N A L  N A S I O N A L  T A H U N  2025 

Tabel 22 Jumlah Tersangka Tindak Pidana Berdasarkan Kepolisian Daerah dan Bareskrim Polri 2024 
– 2025 

 
Tabel 23 Jumlah Tersangka Tindak Pidana Berdasarkan Bulan 2024 – 2025 

 



169 |J U R N A L  P U S A T  I N F O R M A S I  K R I M I N A L  N A S I O N A L  T A H U N  2025 

 

Tabel 24 Jenis Kelamin Tersangka Tindak Pidana 2024 – 2025 

 

 

Tabel 25 Jenis Identitas Tersangka Tindak Pidana 2024 – 2025 

 
Tabel 26 Jenis Pendidikan Tersangka Tindak Pidana 2024 – 2025 

 

 



170 |J U R N A L  P U S A T  I N F O R M A S I  K R I M I N A L  N A S I O N A L  T A H U N  2025 

Tabel 27 Kewarganegaraan Tersangka Tindak Pidana 2024 – 2025 

 

 

Tabel 28 Rentang Usia Tersangka Tindak Pidana 2024 – 2025 

 

 



171 |J U R N A L  P U S A T  I N F O R M A S I  K R I M I N A L  N A S I O N A L  T A H U N  2025 

Tabel 29 Jenis Pekerjaan Tersangka Tindak Pidana 2024 – 2025 

 

 



172 |J U R N A L  P U S A T  I N F O R M A S I  K R I M I N A L  N A S I O N A L  T A H U N  2025 

Tabel 30 Lanjutan Jenis Pekerjaan Tersangka Tindak Pidana 2024 – 2025 

 



173 |J U R N A L  P U S A T  I N F O R M A S I  K R I M I N A L  N A S I O N A L  T A H U N  2025 

Tabel 31 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Kepolisian Daerah 2024 – 2025 

 

 



174 |J U R N A L  P U S A T  I N F O R M A S I  K R I M I N A L  N A S I O N A L  T A H U N  2025 

Tabel 32 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Bulan 2024 – 2025 

 

 

Tabel 33 Tipe Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 

 



175 |J U R N A L  P U S A T  I N F O R M A S I  K R I M I N A L  N A S I O N A L  T A H U N  2025 

Tabel 34 Lanjutan Tipe Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 

 



176 |J U R N A L  P U S A T  I N F O R M A S I  K R I M I N A L  N A S I O N A L  T A H U N  2025 

Tabel 35 Permukaan Jalan saat Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 

 

 

Tabel 36 Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 

 

 

Tabel 37 Kemiringan Jalan Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 

 

 

Tabel 38 Kecepatan Kendaraan saat Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 

 



177 |J U R N A L  P U S A T  I N F O R M A S I  K R I M I N A L  N A S I O N A L  T A H U N  2025 

Tabel 39 Jenis Jalan Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 

 
Tabel 40 Fungsi Jalan saat Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 

 
Tabel 41 Geometri Jalan saat Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 

 
Tabel 42 Cuaca saat Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 

 

 



178 |J U R N A L  P U S A T  I N F O R M A S I  K R I M I N A L  N A S I O N A L  T A H U N  2025 

Tabel 43 Tipe Cahaya Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 

 
Tabel 44 Spot Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 

 



179 |J U R N A L  P U S A T  I N F O R M A S I  K R I M I N A L  N A S I O N A L  T A H U N  2025 

Tabel 45 Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Kepolisian Daerah 2024 – 2025 

 

 

Tabel 46 Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Bulan 2024 – 2025 

 



180 |J U R N A L  P U S A T  I N F O R M A S I  K R I M I N A L  N A S I O N A L  T A H U N  2025 

Tabel 47 Kerugian Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 

 

 



181 |J U R N A L  P U S A T  I N F O R M A S I  K R I M I N A L  N A S I O N A L  T A H U N  2025 

Tabel 48 Jumlah Pengemudi Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Kepolisian Daerah 2024 – 2025 

 

 

Tabel 49 Jumlah Pengemudi Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Bulan Daerah 2024 – 2025 

 



182 |J U R N A L  P U S A T  I N F O R M A S I  K R I M I N A L  N A S I O N A L  T A H U N  2025 

 

Tabel 50 Rentang Usia Pengemudi Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 

 

 

Tabel 51 Kewarganegaraan Pengemudi Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 

 

 

Tabel 52 Status Tersangka Pengemudi Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 

 

 

Tabel 53 Jenis Pendidikan Pengemudi Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 

 

 



183 |J U R N A L  P U S A T  I N F O R M A S I  K R I M I N A L  N A S I O N A L  T A H U N  2025 

Tabel 54 Jenis Pekerjaan Pengemudi Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 

 
Tabel 55 Jenis Kelamin Pengemudi Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 

 

 

Tabel 56 Jenis Identitas Pengemudi Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 

 

 

Tabel 57 Pengaruh Alkohol Pengemudi Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 

 

 



184 |J U R N A L  P U S A T  I N F O R M A S I  K R I M I N A L  N A S I O N A L  T A H U N  2025 

Tabel 58 Jenis Luka Pengemudi Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 

 

 

Tabel 59 Jenis Kendaraan Pengemudi Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 

 



185 |J U R N A L  P U S A T  I N F O R M A S I  K R I M I N A L  N A S I O N A L  T A H U N  2025 

Tabel 60 Jumlah Penumpang Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Kepolisian Daerah 2024 – 2025 

 
Tabel 61 Jumlah Penumpang Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Bulan 2024 – 2025 

 



186 |J U R N A L  P U S A T  I N F O R M A S I  K R I M I N A L  N A S I O N A L  T A H U N  2025 

 

Tabel 62 Rentang Usia Penumpang Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 

 

 

Tabel 63 Perilaku Penumpang Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 

 

 

Tabel 64 Jenis Pendidikan Penumpang Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 

 

 

Tabel 65 Kewarganegaraan Penumpang Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 

 

 



187 |J U R N A L  P U S A T  I N F O R M A S I  K R I M I N A L  N A S I O N A L  T A H U N  2025 

Tabel 66 Jenis Pekerjaan Penumpang Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025  

 

 

Tabel 67 Jenis Identitas Penumpang Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 

 

 

Tabel 68 Jenis Kelamin Penumpang Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 

 

 

Tabel 69 Jenis Luka Penumpang Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 

 



188 |J U R N A L  P U S A T  I N F O R M A S I  K R I M I N A L  N A S I O N A L  T A H U N  2025 

Tabel 70 Jumlah Pejalan Kaki Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Kepolisian Daerah 2024 – 2025  

 

 

Tabel 71 Jumlah Pejalan Kaki Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Bulan 2024 – 2025 

 



189 |J U R N A L  P U S A T  I N F O R M A S I  K R I M I N A L  N A S I O N A L  T A H U N  2025 

Tabel 72 Rentang Usia Pejalan Kaki Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 

 

 

Tabel 73 Jenis Pendidikan Pejalan Kaki Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 

 

 

Tabel 74 Kewarganegaraan Pejalan Kaki Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 

 

 

Tabel 75 Jenis Pekerjaan Pejalan Kaki Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 

 



190 |J U R N A L  P U S A T  I N F O R M A S I  K R I M I N A L  N A S I O N A L  T A H U N  2025 

 

Tabel 76 Jenis Kelamin Pejalan Kaki Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 

 

 

Tabel 77 Jenis Identitas Pejalan Kaki Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 

 

 

Tabel 78 Perilaku Pejalan Kaki Kecelakaan Lalu Lintas 2024 – 2025 

 



191 |J U R N A L  P U S A T  I N F O R M A S I  K R I M I N A L  N A S I O N A L  T A H U N  2025 

Tabel 79 Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Kepolisian Daerah dan Korlantas 2024 – 2025 

 

 

Tabel 80 Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Bulan 2024 – 2025 

 



192 |J U R N A L  P U S A T  I N F O R M A S I  K R I M I N A L  N A S I O N A L  T A H U N  2025 

Tabel 81 Kawasan Pelanggaran Lalu Lintas 2024 – 2025 

 

 

Tabel 82 Denda Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Bulan 2024 – 2025 

 

 



193 |J U R N A L  P U S A T  I N F O R M A S I  K R I M I N A L  N A S I O N A L  T A H U N  2025 

Tabel 83 Denda Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Kepolisian Daerah dan Korlantas 2024 – 2025 

 

 



194 |J U R N A L  P U S A T  I N F O R M A S I  K R I M I N A L  N A S I O N A L  T A H U N  2025 

Tabel 84 Jumlah Pasal Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Kepolisian Daerah dan Korlantas 2024 
– 2025 

 

 

Tabel 85 Jenis Identitas Pelanggar Pelanggaran Lalu Lintas 2024 – 2025 

 



195 |J U R N A L  P U S A T  I N F O R M A S I  K R I M I N A L  N A S I O N A L  T A H U N  2025 

Tabel 86 Jenis Pendidikan Pelanggar Pelanggaran Lalu Lintas 2024 – 2025 

 

 

Tabel 87 Jenis Pekerjaan Pelanggar Pelanggaran Lalu Lintas 2024 – 2025 

 

 

Tabel 88 Rentang Usia Pelanggar Pelanggaran Lalu Lintas 2024 – 2025 

 

 



196 |J U R N A L  P U S A T  I N F O R M A S I  K R I M I N A L  N A S I O N A L  T A H U N  2025 

Tabel 89 Jenis Kendaraan Pelanggar Pelanggaran Lalu Lintas 2024 – 2025 

 

 

Tabel 90 Jumlah Gangguan Terhadap Ketenteraman/Ketertiban Umum 2024 – 2025 Berdasarkan 
Bulan 

 

 

 

 

 

 

 

 



197 |J U R N A L  P U S A T  I N F O R M A S I  K R I M I N A L  N A S I O N A L  T A H U N  2025 

Tabel 91 Jumlah Gangguan Terhadap Ketenteraman/Ketertiban Umum 2024 – 2025 Berdasarkan 
Kepolisian Daerah 

 

 

Tabel 92 Jumlah Waktu Kejadian Gangguan Terhadap Ketenteraman/Ketertiban Umum 2024 – 2025 

 



198 |J U R N A L  P U S A T  I N F O R M A S I  K R I M I N A L  N A S I O N A L  T A H U N  2025 

Tabel 93 Jumlah Lokasi Kejadian Gangguan Terhadap Ketenteraman/Ketertiban Umum 2024 – 2025 

 



199 |J U R N A L  P U S A T  I N F O R M A S I  K R I M I N A L  N A S I O N A L  T A H U N  2025 

Tabel 94 Lanjutan Jumlah Lokasi Kejadian Gangguan Terhadap Ketenteraman/Ketertiban Umum 
2024 – 2025 

 

 

 

 

 



200 |J U R N A L  P U S A T  I N F O R M A S I  K R I M I N A L  N A S I O N A L  T A H U N  2025 

Tabel 95 Jumlah Jenis Gangguan Terhadap Ketenteraman/Ketertiban Umum 2024 – 2025 

 

 



201 |J U R N A L  P U S A T  I N F O R M A S I  K R I M I N A L  N A S I O N A L  T A H U N  2025 

Tabel 96 Jumlah Bencana 2024 – 2025 Berdasarkan Kepolisian Daerah 

 

 



202 |J U R N A L  P U S A T  I N F O R M A S I  K R I M I N A L  N A S I O N A L  T A H U N  2025 

Tabel 97 Jumlah Bencana 2024 – 2025 Berdasarkan Bulan 

 

 

Tabel 98 Jumlah Waktu Kejadian Bencana 2024 – 2025 

 

 



203 |J U R N A L  P U S A T  I N F O R M A S I  K R I M I N A L  N A S I O N A L  T A H U N  2025 

Tabel 99 Jumlah Lokasi Kejadian Bencana 2024 – 2025 

 



204 |J U R N A L  P U S A T  I N F O R M A S I  K R I M I N A L  N A S I O N A L  T A H U N  2025 

Tabel 100 Lanjutan Jumlah Lokasi Kejadian Bencana 2024 – 2025 

 

 

Tabel 101 Jumlah Jenis Bencana 2024 – 2025 

 



205 |J U R N A L  P U S A T  I N F O R M A S I  K R I M I N A L  N A S I O N A L  T A H U N  2025 

Tabel 102 Jumlah Pelanggaran 2024 – 2025 Berdasarkan Kepolisian Daerah 

 

 



206 |J U R N A L  P U S A T  I N F O R M A S I  K R I M I N A L  N A S I O N A L  T A H U N  2025 

Tabel 103 Jumlah Pelanggaran 2024 – 2025 Berdasarkan Bulan  

 

 

Tabel 104 Jumlah Waktu Kejadian Pelanggaran 2024 – 2025  

 
Tabel 105 Jumlah Lokasi Kejadian Pelanggaran 2024 – 2025 

 



207 |J U R N A L  P U S A T  I N F O R M A S I  K R I M I N A L  N A S I O N A L  T A H U N  2025 

Tabel 106 Lanjutan Jumlah Lokasi Kejadian Pelanggaran 2024 – 2025 

 

 



208 |J U R N A L  P U S A T  I N F O R M A S I  K R I M I N A L  N A S I O N A L  T A H U N  2025 

Tabel 107 Jumlah Jenis Pelanggaran 2024 – 2025 
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Tabel 108 Lanjutan Jumlah Jenis Pelanggaran 2024 – 2025 
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